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Pada han ni. Kamis tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (12-06-
2025), kami yang benandatangan di bawah Ini:

HARIYONO, selaku Rektor Universitas Negerl Malang, berdasarkan Kepulusan Kelua
Majalis Wali Amanat Nomor 26,10 1/UN32 40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rekior
Universitas Neger Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Reklor Universilas
Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Okiober 2022, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Universtas Negeri Malang. yang berkedudukan di Jalan
Semarang Nomor 5 Mafang, untuk sslanjuinya disebut PIHAK KESATU.

EFRIZAL, selaku Pemimpin Divisi Institutional Banking 2 PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tok, dalam hal ini bertindak dalam jsbalannya lersebut berdasarkan Surat
Kuasa Direksi Nomor DIR/GTO tanggal 24 Jull 2023, dengan demikian berdasarkan
Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk beserta perubahan-
perubakannys yang lerakhi ssbagaimana termakiub dalam Akta Pemyataan
Kepulusan Rapal Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 27 tanggal 22 April 2025
yang dibust di hadapan Ashoyas Ratam, SH., MKn, Notaris di Jakarta, yang telah
diterima dan dicatal cleh Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0110504 langgal 23 Apnl 2025, betwenang
bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negama Indonesia (Persero) Tbk,
berkedudukan dan berkantor pusatl dl Jakana Pysal, dengan alamal Jalan Jenderal
Sudirman Kaviing 1, uniuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebu! sebagal
PARA PIHAK dan secara sendiri-sendir disebul sebagal PIHAK,

PARA PIHAK dalam kedudukannya sabagalmana lersebul, larieblh dahulu mererangkan
hal-hal sebagai berikul

1.

Bahwa PIHAK KESATU merupskan Perguruan Tingg: Negen Badan i Indonesia
yang menyelenggarakan pendidikan akademik danfatau pendidikan vokasi dalam

disiplin iimu pengetahuan, leknologl, dan/aiau seni serta menyeienggarakan
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pendidikan profes|, berdasarkan Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 115
Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Universtas Negeri Malang
Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perserpan
Terbatas yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang jasa perbankan berdasarkan
peraturan perundang-undangan,

Bahwa PARA PIHAK bemmaksud melakukan kerja sama penyediaan dan
pemanfaatan produk dan layanan perbankan PIHAK KEDUA melalul program
elosistem ksusngan di ingkungan PIHAK KESATU.

Sehubungan dengan hal-hal lersebul, PARA PIHAK sepakst uniuk membual dan
menandatangani Peranjian Kerja Sama lentang Program Ekosistem Keuangan Perguruan
Tinggi, untuk selanjutnya disebut “Perjanjian’, dengan syarst-syars! dan ketentuan-
keteniuan sabagal berikut

(1

(2)

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian ini adalah untuk digunakan sebagal landasan bag PARA PIHAK
dalam melaksanakan program ekosisiem keuangan di ingkungan PIHAK KESATU.

Tujuan Perjanjlan ini adalah untuk melaksanaksn Perjanjlan vang menunjang twgas
pokok dan fungsi masing-masing PIHAK sehingga dapat memberikan manfaat yang
optimal bagl PARA PIHAK.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dan Perjanjian ini meliputi hal-hal sebagal befikut’

2.
3.
4

(1)
(2

Penyediaan Layanan Integrated Cash Management,
Penyediaan Layanan Pembayaran Gajl (Payrall);
Penyaluran Fasililas Kredil Konsumer kepada Pegawai; dan
Panerbitan dan Pengelolaan KTM BNI - UM,

PASAL 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat untuk méngambil langkah-langkah secara optmal guna
mewujudkan kera sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian inl.

Ruang ingkup Perjanjian akan dilaksanakan bersama oleh PARA PIHAK serls diatur
labih lanjut dalam benfuk lampiran yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak
tarpisahkan dan Perjanjian ini.
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(2)

(3)
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PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU memiliki hak untuk memanfaatkan produk dan layanan perbankan
dari PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dan lampiran-lampian
dalam Perjanjian inl.

PIHAK KESATU memilki kewajiban terkait pemanfaatan produk dan layanan
parbankan dari PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dan lampiran-
lampiran dalam Perjanjian ini,

PIHAK KEDUA memiliki hak terkait pemanfaatan produk dan layanan perbanian oleh
PIHAK KESATU sebagaimana distur dalam pasal-pasal dan lampiran-lampiran dalam
Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA memilki kewsjiban unluk menyediskan produk dan layanan
perbankan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagaimans diatur dalam
pasak-pasal dan lamplran-ampiran dalam Perjanjlan inl.

PASAL 5
TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

Kerugian yang timbul akibal kesalahan/kelainan masing-masing PIHAK menjadi tanggung
javab masing-masing PIHAK sesual dengan bobot kesalshankelainannya dan akan
ditetapkan secara musyawarah oleh PARA PIHAK,

(1)

(2)

(3)

)

PASAL b
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian inl baeriaku selama 5 (Ima) tahun sefak tanggal 12 Juni 2025 sampai
dengan tanggal 11 Juni 2030 dan dapat diperpaniang berdasarkan kesapakatan
PARA PIHAK.

Apabila salah satu PIHAK bermaksud mangakhin Perjanjian ini sabalum berakhimya
Jangka wakiu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dalam Pasal ini,
maka PIHAK yang bermaksud mengakhil Peranjian Inl hamus memberdtahukan
secars leriulis kepadn PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) harl
kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Apabila sampal dengan tanggal pengakhiran Peranjian ini yang dikehendak|
sebagaimana dmaksud pada ayat (2) dalam Pasal ini, PIHAK yang manerima
pemberitahusn tersebut tidesk memberkan jawaban, maka PIHAK yarg menerima
pemberilahusn dianggap seluju dengan pengakhiran lersebut dan dengan demikian
Parjanjian ini demi hukum dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki datam
pemberitahuan tertulis tersabut.

Berakhimya Perjanjian ini tetap mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakan hak dan
kewajiban yang masih harus diselesaikan manunut Perjanjian ini.

(5) Dalam hal melskukan pengakhiran Perjanjlan inl, PARA PIHAK seluju untuk
mangesampingkan ketentuan hukum yang tercanfum dalam Pasal 1266 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.
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PASAL 7
PAJAK DAN BEA

Kecuall ditentukan lain di Perjanjian ini, seliruh pajak dan bes yang mungkin timbul
sebagai akibat darl Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan merupakan beban masing-
masing PIHAK sesual dengan peraturan pajak yang berfaku.

PASAL 8
ADDENDUM

Dalam hal stas perimbangan PIHAK KESATU dan/atay PIHAK KEDUA terhadap
Perjanjian ini peru diadakan perubahan dan/atau penambahan atau terdapat hal-hal yang
belum diatur dan/atau belum cukup dialur, maka olas kesepakatan PARA PIHAK. hal
tarsebul akan dilvangkan ke dalam perjanjlan tersendin sebagai perubahan dan/stau
tambahan {addendum) yang menjadl satu kesatuan dan menupakan bagian yang tidak
terplsahkan diarl Perjanjian ini,

PASAL 9

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Masing-masing PIHAK dengan inl mengakui bahwa tidak ada satu ketentuar dalam

Perjanjlan ini yang dapal diarlikan sebagai atau dianggap seolah-olah sebagal pembarian
alau pengalihan dalam bentuk apapun, baik sebagian maupun seluruhrya, Hak Kekayaan
Inlelektual milik salah satu PIHAK kepada PIHAX lainnya.

PASAL 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1) Masing-masing PIHAK dengan ini menyalakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya
hal-hal sebagal berkut
a. Masing-masing PIHAK merupakan badan hukum yeng didirkan secara sah

berdasarkan hukum negara Rapublik Indonasis,

b. Masing-masing PIHAK memiikl wewenang dan kuasa penuh, serta telah
memperolech persetujuan yang diperilukan untitk mengadakan, menandatangand,
dan melaksanakan Pedanjian inl,

(2) Masing-masing PIHAK wajib memenihi ketentiian hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sshubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan
Perjanjian ini oleh masing-masing PIHAK serta sehubungan dengan pelaksanasn hak
dan kewajiban masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian inl,

PASAL 11
INTEGRITAS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

(1) Dalam rangka pelaksansan Perjanjian ini, makn PARA PIHAK wajib melakukan hal-
hal sebagai benkul:
a  Beranfl untk melaksanakan Perfanjlan ini secamm profesional dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang betlaku di Negara
Repubilik Indonesia;
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(4]

(5)

(6)

b, Tidak akan memberikan afau berjanji memberikan kepada atau menerima dari
pthak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagal gratifikasi
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beraku dl Negara Republik
Indonesia; dan

c. Beranji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewskili atau yang
berada dalam kontrol masing-masing PIHAK, antara kain Karyawan, pegawal,
Direksl, Dewan Komisaris, alau pihak Ketiga lainnya untuk mematuhl dan
menjalankan ketentuan Pasal ini,

Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik di PIHAK KEDUA, apabila dalam
proses pelaksanaan Perjanjian inl PIHAK KESATU mengetashul adanya lndakan
kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan.
gralifikasi, kelskuzn fdak etis yang dilakukan, maupun pelanggaman lerhadap
komitmen sabagaimatia dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, agar melaporkan
melalul media telepor 021-57853377; SMS ke 0B11-970-1946; wobsite di hitp:/ B
ransparan lipoffs.info; emal ke .89 atau surat ke BNI

PASAL 12
KEPATUHAN HUKUM DAN PEMERIKSAAN

PARA PIHAK seluju untuk mematuhl setiap ketenluar hukum dan peraluran yang
berlaku dalam melaksanakan Patjanjian ini, termasuk satiap 2in-2in alau parselujuan-
persetujuan vang diberiakukan.

Dalam hal sualu PIHAK mengetahui atau diberitahukan bahwa PIHAK tersabist teiah
atau mungkin melakukan pelanggaraan hukum, peraturan, atau sebagalmana
diputuskan olah suatu ketetapan pangaditan atau badan oloritas pemerintah, maka
PIHAK tersebul harus melakukan findakan yang sepatutnya dilakukan uniuk
memperbalki pelanggaran tersebul dan memenuhi ketantuan hukum dan peraturan.

PARA PIHAK mengizinkan regulator dan/alay instansi berwenang lainnya untuk
melakukan audipemeriksaan terhadap sarana dan prasarana yang berads pada
PARA PIHAK, baik dilzkukan secara insidentil maupun berkala. sehubungan dengan
palaksanaan Perjanjian inl,

Dalam hal regulstor dan/atau instansi berwenang lainnya  menysmpalkan
pemberishuan kepada suatu PIHAK sebelum dilskukan sudiVpemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dalam Pasal inl, maks PIHAK tersabut walib
menyampaikan slau meneruskan kepada PIHAK lainnya mengenal pemberitshuan
dimaksud paling lambat dalam 3 (lga) Hari Kera sebelum diadakan
audilipemariksaan tersebul

Dalam hal pelaksanaan auditpemeriksaan sebagaimans dimaksud pada ayal (3)
dalam Pasal ni, PARA PIHAK bersedia menyediakan semua data dan informasi yang
diperiukan kepada regulator danfatau instans barwenang lainnya.

Apabila menurt hasil audit/pemeriksaan terdapat penyimpangan dar  ketentuan
Perjanjian Inl daniatau peraturan perundang-undangan yang berfaku, PARA PIHAK
wajib melakukan perbalkan/penyasualan.

PIHAK KESATU! &g_
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PASAL 13
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantalan dan evaluasi alas pelaksanaan
Perjanjian inl sekurang-kurangnya sekall dalam 1 (saty) tahun,

(2) Hasil pemantauan dan evalussi sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dalam Pasal ini
disampakan kepada PARA PIHAK uniuk diadikan dasar peninjauan kemball
Perjanjian i,

PASAL 14
RENCANA KONTINGENSI

Dalam hal terjad| gangguan terhadap sistem fasiltas suatu PIHAK, termasuk letapi tidak
terbatas pada kegagalan sistom komunikasitranamisi dan/ateu kegagaian peralstan
elektronik lainnya, yang menyebabkan sistem tersebut mati atau tidak berfungs: semestinya,
maka PARA PIHAK sepskal untuk menggunakan sistem lavanan secara
manuallkonvensional (non-edecfronic) dengan mengesampingkan beberapa ketaniuarn
dalam Perjanjian inl yang terkait untuk sementara waklu sampa: dengan gangguan terssbut
dapal diatasi pada kesampatan pertama.

PASAL 15
KERAHASIAAN

(1) Informasi Rahasia adalah setiap informasi millk suatu PIHAK yang disampalkan dalam
banluk lercelak. lertulls, grafik, alau fotografik atau bentuk berwujud lfain (namun
termasuk informasi yang diterima, disimpan alau ditransmisikan sscara alekironis)
yang dibarikan oleh PIHAK pemillk Informasi Rahasla sehubungan dengan Perjanjian
Inl, termasuk informasi mengenal PARA PIHAK maupun afiiasi PARA PIHAK, yang
disampatkan secara verbal, yang dicatal sebagal minuta atau nota darl penyampaian
verbal tersebut dan diberdkan kepada PIHAK lainnya.

(2) Masing-masing PIMAK wajib manjaga kerahasisan dan Informasi Rahasa dan wajib
untuk melakukan kalkhal sebagal berikut:

a. Menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan fidak menyampaikan Informasi
Rahasla kepads pihak manapun selain kepada perwakilan resmi darl PIHAK
tersebul hanya dalam rangka pelaksanaan Perjanjlan ini oleh PIHAK yang
bersangkutan;

b. Menggunakan Informasl Rahasia sebatas hanya uniuk keperfuan pembuatan
Perjanjlan inl, pelaksanaan transaksi berdasarkan Peranjlan Inl, dan/atau
pemaeriksaan, dan

¢ Mealakukan tndakan-indakan yang dipandang perlu untuk mencegah adanya
keterbukaan informas) dan Informasi Rahasia tersabut.

{3} Masing-masing PIHAK wajib memaslkan parwakilan dar masing-masing PIHAK yang
menerima Informasi Rahasia akan menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia yang
dilerimanya dan menggunakan Informasi Rahasia tersebul hanya untuk keperluan
pelaksanaan Perjanjian ini.

(4) Masing-masing PIMAK wajib menyampaikan pemberiahuan erulis kepada PIHAK
lainnya selambat-lambatnya 3 (Uga) Han Kera ssjak dketahuinys adanya
pelanggaran alas kelentuan kerahasiaan,

PIHAK KESATU! ‘
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Kewajiban masing-masing PIHAK untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia mi
tidak beraku dalam hal

a. Informasi Rahasia t=iah diketahul oleh masyarakat umum;,

b. Informasi Rahasia telah berada dalam pengussasan salsh salu PIHAK atau telah
diketahul oleh salah satu PIHAK sebelum Informas) Rahasiz tersebut dibetkan,
diberitabukan, diungkapkan, daniatau diserahkan oleh PIHAK (ainnya:

t. Informasi Rahasis tersebut telah diketahul dan‘atay dalam penguasaan salsh
saly PIHAK dan pihak ketiga yang tidak terlkat ketentusn stau kesepakatan
dengan salsh saly PIHAK unluk menjaga kershasiasn Informasi Rahasia
terasbul

d. Informasi Rahasie dikembangken secara Independen oleh salah satu PIHAK
tanpa bantusn PIHAK lainnya;

e. Penyampalan, pemberitahuan, pengungkapan, dan/atau pengumuman informas
Rahasia telah disetujul secara tertulls sebelumnya oleh PARA PIHAK: atau

I. Suatu PIHAK diwajibkan atau diminta untuk mengungkapkan atau memberikan
Informasi Rahasia berdasarkan hukum yang berdaky atau perintah, penetapan,
dah/atay kepulusan darl Jembaga, instansi atau otoritas. pemerintah, badan
peradilan, maupun lembaga penyelesalan perselisthan lamnya, di mana hal
tersebut wajib dibertahukan secara tertulls oleh PIHAK yang diwajibkan untuk
memberkan Informasi Rahasla fersebut kepada PIHAK lainnya sepanjang
pemberitahuan tersebut tidak melanggar ketenuan hukum yang berfaku dan
secara prakiok dapat diakuksn oleh PIHAK yang diwajibkan untuk memberikan
Informasi Rahasa tersebut.

Katentuan Pasal ini tetap berlaku meskipun Pedanjian ini telah berakhir ataupun
diakhin.

PASAL 16
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

PARA PIHAK sepakat bahwa kegiatan pemrosesan data pribadi dalam rangka pelaksanaan
Parjanjian inl dilsksanakan oleh PARA PIMAK dengan mengacu pada ketentuan Lampiran
IV Peranjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan darl
Parjanjian ini

(1)

(2)

PASAL 17
KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah sualu peristiwa/keadaan yang teradi diluar kekuasaan PARA
PIHAK, yang mengakibatkan tidek dapal dilaksanakannya pemenuban hak dan
kewajiban oleh masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, yailu
antara lain gangguan virus atau Komponen membahayakan yang dapat mengganggu
sistem komputer, sambaran petir, kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara,
gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan dan kebijakan maupun
peraturan  pemennlahipenguasa sstempat vang secara  langsung dapat
mempengaruhl pemenuhan hak dan kewsjiban masing-masing Pihak.

Apabila sualu PIHAK mengalami atau berada dalam suatu Keadaan Kahar, maka
PIHAK tersebul wajib menyampalkan pemberitahuan tertulls kepada PIHAK lainnya
mengensi sebab-sebab Keadaan Kahar dengan melampirkan surat ketergngan atay
dokuman resmi lainnya darl Pemernntah Daerah setempal, Instans! yang berwenang,
atau badan lain yang dapat disetujul oleh PIHAK lainnya, dalam waktu paling lembat
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(3)

(4)

(5)

{8)

09

(1)
(@)

(3)

10 {sepuluh) Hart Kerja sejak tanggal terjadinys Keadaan Kahar,

Atas pemberitahuan terulls dard PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar
sabagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal inl, PIHAK lainnya akan membetian
|swaban atau tanggapan secara terulls mengenal pembaritahuan fertulis tersebut
salambat-lambatnya dalam jangka wakiu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya
pembsritahuan lenulls dar PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.
Bilamana dalam waktu 10 (sepulih) Hari Keda sejak diterimanys pemberitabuan
tertulis Bimaksud tdak ads langgspan secara tertulls dan PIHAK yang mensrima

pembertanuan, maka adanya perisiiwa tersebul dianggap telah diketahui dan
disetuju oleh PIHAK tersabut.

Datam hal wakiu yang dimaksud pada ayat (2) Pasal inl dilampaui dan pemberitahuan
lertulis dari PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar belum disampaikan kepada
PIHAK fainnya, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut letap
bertanggung jawab atas setiap keterdambatan atau kegagalan pelaksanaan
Perjanjian yang terjadi,

PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar dan karenanya terlambat atau tidak dapat
melaksanakan kewsjibannya berdasarkan Peranjlan i tidak dapal dianggap
melakukan pelanggaran terhadap Perjanjlan ini dan lidak dapat dimintal
penanggungiawaban atas kerugian yang dialami oleh PIHAK fain sebagai akibat dari
ketedambatan stsu penundaan pelaksanaan atau tidak dapat dilsksanakannya
kewnjiban PIHAK yang mengalam| Keadaan Kahar tersebut sepanjang Keadasn
Kahar tersebut telah diberitahukan oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar.
PARA PIHAK sepakal bahwa susty PIHAK yang mengalam| Keadaan Kahar dan
tolah menyampaikan pamberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya berdasarkan
Perjanjian inl wajib untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini
yang tertunda atau tidak dapat dilaksanakan karena timbuinya Keadaan Kahar dalam
witkiu yang disepakall bersama secam leriulls olsh PARA PIHAK.

PASAL 18
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian inl diatur dan ditafsickan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.

Segals perselisinan yang timbul sehubungan dengan alau terkalt dengan
penandatanganan dan/atau pelaksanaan Perjanjlan inl, wajlb diselesaikan oleh
PARA PIHAK secara musyawarah unluk mufakal dalam jangka wakiu selambat-
lambatnya 30 (tiga pulih) Har| Ketja setelah timbulnya perselisihan tersebut,

Dalam hal persefisihan masin tidak dapat diselessikan dalam jangka wakiu 30 (figa
puluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pads ayat (2) Pasal inl. PARA PIHAK
sepakal untuk menyalesakan parsalisihan larsebut malalui Pangadilan Negeri Jakaria
Pusat.
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PASAL 18
KORESPONDENSI

Segala surat menyural atau korespondens) lainnya yang akan dilskukan oleh PARA
PIHAK dalam Perfanjian ini ditetapkan dengan menggunakan alamat dan nomor
telepon yang disebutkan sabagal berkut:

a. PHHAK KESATU
Universitas Neger Malang
Direktorat Sumber Daya Manusia dan Keuangan (SDMK)

Up. Dr. Titis Shinta Dhews, 5P, MM, (Direktur SDMK)
Alamal Jalan Semarang Nomor 5§ Malang
Jawa Timur 65145
Telepon  :(0341) 551312
E-mall : psdmk@um.ac.id

b. PIHAK KEDUA
PT Bank Negara Indonessa (Persera) Thk
Divisi Institutional Banking 2
Alamat . Grha BNI Lantai 1B Jalan Jenveral Sudirman Kaviing 1,

Jakarta Pusat 10220
Telp. : (021) 5728323
E-mail =
Surat menyurat dan pembertahuan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal inl,
dianggap tefah diterima oleh pihak lainnya peda:

a, Tanggal penerimaan sebagaimana lertera dalam buktl penerimaan surat, jike
dikirm melalui kurir atau pos tercatat.

b. Tanggal pengiriman meialui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telsh
diterima dengan lengkap dan baik oleh PIHAK yang diberitahukan dan apabila
penginman lersebut dilakukan pada bukan Harl Kena, maka e-mail dianggap
diterirna pada Hari Karja barkutnya.

Perubahan alamat salsh satu PIHAK harus diberitahukan kepada PIHAK iainnya

selambat-lambatnya T (tujuh) Har Kerja sejak terjadinya perubshan dan beraku
efekil sejak dietima oleh PIHAK lainnya. Segala akibat maupun keruglan yang timbul

karena kelalalan atau keterlambatan pemberitahuan perubabian menjadi tanggung
jawab PIHAK yang melakukan perubiahan tersebut.

PASAL 20
LAMPIRAN

Ketentuan pelaksanaan Perjanflan ini diatur sacara lebih lanjut dalam Lampiran
Perjanjian yang terdif alas sebagai berkut
a. Lampiranl  : Ketentuan Penyediaan Layanan infagrated Cash Management,
b. Lampianll - Katentuan Penyedizan Layanan Pambayaran Gaji (Payrof).
¢. Lampiran il : Ketentuan Penyaliran Fasilitas Kredit Konsumer kapada
Pegawal
d. Lampiran IV : Kelentuan Penerbilan dan Pengelolsan Karlu Tanda Mahasiswa




Co-Branding BN| - UM,
2. LampiranV  : Ketentuan Pemrosesan Data Pribadi

(2) Surat-surat dan seluruh dokumen pendukung yang dibuat oleh suatu PIHAK namun
diketahul oleh PARA PIHAK meorupakan salu kesatuan dan bagian yang ldak

terpisahkan dari Perjanjian sepanjang halhal tersebut lidak berentangan dengan
selurun atau bagian-bagian dalam Perjanjian ini.

PASAL 21
KETENTUAN LAIN

(1) PARA PIHAK menyalakan bahwa data yang disampakan dalam Perjanjian ini
adalah benar dan yang menandatangani Perjanjian Inl adalah PIHAK yang
berwenang untuk mewakili masing-masing PIHAK, apabila termyata salah satu pihak
terbukti tidak berwenang untuk mewakili dan/alau menandatangani Perjanjlan ini
maka PIHAK yang diwakllinya tersebul bertanggung jawab/mengambil alh tangaung
jawab dan menjadi PIHAK dalam Perjanjian Inl,

(2) Dalam hal salah satu persyaratan aslau kslentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan
batal berdasarkan sualu peraturan perundang-undangan, maka pernyatsan balal
tersebul tidak mengurangi keabsahan atau menysbabkan balainya parsyaraton atagy
ketantuan l@in dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian,
persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai
kekuatan yang mengikal bagi PARA PIHAK.

(31 Kecuali secara legas dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, Perjanjian ini berikut
seluruh lempiran-lampirannya merupakan kessluruhan Perjanjian antara PARA
PIHAK sehubungan dengan hal-hal yang diatur datam Perjanjian inl, dan Perjanjian
ni menggantikan danfalay membatafkan danfalau merubah segals petjanjian
daniatau kesepakatan antara PARA PIHAK sebelumnya, balk tulisan msupun lisan,
terkail dengan hakhal vang bertentangan dengan seluruh atau baglan-bagian dalam
Perjanjian inl.

PASAL 22
PENUTUP

Perjanjian inl dibuat dan ddandatanganl secara sirkuler di tempat masing-masing PIHAK
pada han dan langgal sebagaimana disebutkan pades awal Perjanjian, dalam 2 (dua)
rangkap asl bermelersl cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagl PARA
PIHAK.

PT BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO\ TBK,

e

Pamimpin Divisi Institutiona)
Banking 2

PIHAK KEDUA : 10




LAMPIRAN | : KETENTUAN PENYEDIAAN LAYANAN INTEGRATED CASH
MANAGEMENT

I.  DEFINISI

1. Aplikasi Pendaftaran BNIDirect adalah formulir yang disediakan oleh BNI untuk dilsi
dan diangkapl oleh PIHAK KESATU yang bermaksud mendaftar sebagal nasabah
pengguna BNIDiract, sabagaimana terlampir dalam Perfanjian inl.

2. Aplikasi Penggunaan Virtual Account adalah formulir yang disediakan oleh BNI
untuk diisi dan dilengkapi cleh PIHAK KESATU yang bermaksud mendaftar sebagai
nasabah pengguna Virfual Account, sebagaimana tedampir dalam Perjanjian inl.

4. Approval adalah perssiujuan atas transaksi melalul BNIDirect,

4. Billing 1D adalsh nomor identitas yang memuat informasi mahasiswa/calon
mahasiswa yang digunakan untuk melakukan Transaksi.

5.  BNIDirect adalah fasilitas yang disadiakan oleh BNI kepada PIHAK KESATU untuk
memberikan kemudahan bagi PIHAXK KESATU dalam mengakses rekeningnya
dan/atau melakukan transaksi perbankan melalul jafngan intermal.

8. BNI One Gate Payment adalah fasililas yang disedizkan oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK KESATU untuk mengintegrasikan aplkas PIHAK KESATU dangan
layanan ransaksi perbankan mekalil solusi berbasis Open APL.

7. BNIDirect Receivables adalah platform colisction dan billing management yang
tennlegrasi dengan platform BNI Virtual Account.

B. BN| e-Tax adalsh layanan pembayaran pajak ke kas negara sacara online yang
merupakan bagian dafl Filur BNIDirect (sebagaimana terdafinisl di bawah ini) yang
bertujuan untuk membantuy PIHAK KESATU dalam melakukan pambayaran pajak.

9. BNl Virtual Account adalah layanan penyediaan Vidual Account cleh BNI yang
berfujuan untuk membanty pangelolann keusngan nasabah pengguna dalam hai
malakukan penerimaan dan/alau pengeluaran terkail dengan pembayaran ataupun
pengeluaran pads Rekaning Poaling

10. BNI Virtual Account Debit adalab layanan penyediaan Virual Account oleh BN)
yang berujuan untuk membantu pengelolaan keuangan PIHAK KESATU dalam hal
melakukan pengeluaran dan pemantauan pembayaran dari Pengguna Karu pada
Rexening Pooing. Dalam penatalaksanaan transaksinya diberikan fasilitas Kartu BNI
Virtuni Account.

11. Bukti Penerimaan Negara salanjulnya disabul BPN, dokumen yang diterbitkan oleh
sistem BNI {ENIDirect) alas Transaksi penerimaan negara dengan mencanfumkan
NTPN dan Nomor Transaksi Bank (NTB),

12, Cut off Time adalah balas wakiu yang ditetapkan BNl uniuk mensrma dan
memproses transaksi pembayaran pajsk (Release) paca Harl Kerja yang sama. yaitu
Pukul 12.00 WiB.

13, Data Pembayaran Pajak adalah data berupa informasi mengenal rincan dan jumlah
pembayaran pajek yang di-upload oleh PIHAK KESATU mslalui BNIDirect.

14, Fasilitas Perbankan adalah sarana yang dipergunagkan untuk melakukan Transaksi,
yang meliputl Kantor Cabang BNI, electronic channe! (ATM BN, Intemel Banking
BNI, SMS Banking BNI, Mobile Banking BNI) maupun pengembangan electronic
¢hannel lainnya, pembayaran balk melalui rekening danfastau Karu Debit BNI
dan/atay Kartu Kredt BNI, ATM bank lain yang lergabung dalam jaringan ATM
Bersama, tranaler dan bank lain fasiitas interme! Banking dan SMS banking bank lain,
atau layanan lainnya yang dikembangkan di kemudian han.

PIHAK KESATU: g‘
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15.

16,

17,

18

19,

21,

24,

27,

Fitur BNIDirect adalsh jenis layanan yang lersedia pada BNIDwec! sebagaimana
dijelaskan datsm panduan BNIDirect yang dapal berubah sewaktu-wakiu sesusl
ketentuan BNI dan akan dimformasikan kepada PIHAK KESATU dari waklu ke
wakiu.

Gaji adalah seluruh penghasilan Pegawal dalam 1 (satu) bulan yang diberkan dan
dibuktikan secara tertulis oleh PIHAK KESATU.

Hari Kerja adalsh Senin sampal dengan Jumal sesuai layanan operasionial BNI di
fuar hari libur rasmi nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemenintah dan harl bank
tidsk buka untuk umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kantor Cabang BNI adalah kantor cabang BNI yang membarikan layanan dan jasa
perbankan.

Kartu BNI Virtual Account Debit adalah Kartu Debit yang diterbitxan aleh BNI yang
diserahkan ke PIHAK KESATU untuk kemudian digunakan oleh PIHAK KESATU
untilk melakukan Transaksi atas BNI Virtual Account Debit melall Fasiltas
Perbarikan yfang diletapkan, yang spesifikasi dan ketentuan lainnya dialur dalam
pelunjuk pelaksanaan (juklak) [apahh ada) dan merupakan bagian lidak terpisahkan
dari Perjanjian inl,

Layanan BNI Virtual Account adalah layanan penyediaan Virfual Accounf oleh BNI
yang bertujuan untuk membantu pengelolaan keuangan PIHAK KESATU datam hal
melakukan penarmaan dan pemantauan pembayaran darl Nasabah kepadz PIHAK
KESATU malaiul Rekening Pooling.

Layanan Integrated Cash Management adalah layanan yang diberikan cleh BNI
untuk membantu pengelolaan kauangan PIHAK KESATU, sehingga PIHAK KESATU
dapat memelihara poslsi keuangannya secara efekt! dan efisien guna mamenubh

kebutuhan operasional dan ikuiditasnya.

Limit Virtual Account adalsh batas maksmum nominal Transaks: yang diletapkan
oleh PIHAK KESATU kepada Pengguna Kartu untuk melakukan Transaksl atas BNI
Virtual Account Dabit.

Modul Penerimaan Negara, sefanjutnya disebut MPN, adalah modul penerimaan
vang memuat serangkaian prosedur mulal penenmaan, penyeloran, pengumpulan

data, pacatatan, pangikhiisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan

penenmaan negara dan merupakan bagian dar sistem penerimaan dan anggaran
negara,

Nasabah adalah orang dan/atau badan usaha yang menggunakan |asa danfatau
memilki kewsjiban pembayaran Transaks! kepada PIHAK KESATU melalul fasiitas
BNIDirect Receivables.

Nomor Transaksi Penerimaan Negara, sélznjutnya disebut NTPN adslan nomor
landa pembayaran/panyetoran ke kas negara yang tertara pada BPN yang diterbitkan
melalui MPN, yang merupakan bukti pengesahan atas pambayaran pajak.

Pegawai adslah perorangan yang lercalat sebagal pegawal dari PIHAK KESATU.
Penalti Pajak adslah suatu denda yang dilerapkan berdasaikan paraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan di Indonesia yang dikenskan \erkall
dengan pelaksanaan atau kegagalan pelaksanaan sualu tndakan yang disyaratkan,
sepert keterlambatan pembayaran pajak atau kelidakpatuhan atas suatu aluran.
Pengguna Kartu adalah pihak yang ditunjuldditetapkan olah PIHAK KESATU untuk
merggunakan (asa dan/atau memiliki kewenangan penggunaan dana PIHAK
KESATU meialul fasilitas BNI Virfual Account Debit termasuk penggunaan Kartu BNI
Virtual Account Deblt sesual kewsnangan yang diberikan olah PIHAK KESATU untuk

keparuan menampung dana dan pengelolaan kas kacll group dan/ cabang PIHAK
KESATU.

PIHAK KESATU: h’

PIHAK KEDUA
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31,

HL

Portal Virtual Account adalah sarana yang disediakan BNI bagl PIHAK KESATU
untuk metakukan pengelolzan BNI Virtual Account, seperti pengelolsan Virfual
Account, pangaturan Limit Virtual Accound, danfstau reporting.

Rekening PIHAK KESATU adalah rekening giro non perorangan millk PIHAK
KESATU pada Kantor Cabang BNI yang terdafiar pada aplikasi penggunaan layanan
untuk dipergunakan sebagal sumber dana untuk layanan-iayanan sebagaimana
tersobul dalam Lampiran inl dan/atau keperluan lainnya.

Rekening Operasional adalah rekening giro non parorangan milik PIHAK KESATU
yang ada pada Kantor Cabang BNI yang dipergunakan untuk kegialan operasional
transaks| dan Nasabah danfatau keperiuan lainnya.

Transaksi adalah kegiatan yang berhubungan dengan transaksi keuangan PIHAK
KESATU pada BNI yang mengakibatkan adanya perubahan saldo pada Rekening
Pooling daniatau Rekening PIHAK KESATU.

Virtual Account adalah nomor Wenlifikasi yang disadiskan ocleh BNl untuk
kepentingan PIHAK KESATU yang memus!l nomor identifikasi Nasabah dan
Rekening Pooling yang diperiukan untuk melakukan Transaksi,

KETENTUAN UMUM LAYANAN INTEGRATED CASH MANAGEMENT

Untuk keperivan palaksanaan Lampran ini, PIHAK KESATU wajib membuka/memiliki
rekening giro non perorangan yang digunakan sebagai Rekening Pooling, Rekening
PIHAK KESATU, Rekening Oparasional, danfatau uniuk keperiuan lainnya.
Pembukaan/penggunaan rekening sobagaimana dimaksud pada ayal (1) dalem Pasal
ini tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaral sebagaimana tercantPIHAK
KESATU didalam syarat-syarat umum untuk pembukaan rekening yang berlsku pada
BNI termasuk telapi lidak terbalas pada kelentuan pembukaan rekening, saldo
minimurn rekening dan jasa giro yang beriaiu, dan ketentuan parbankan yang berlaku
sacara umum di BNI.

Dalarm hal tenad! perubahan kKetentuan perbankan yang berlaku di BN| sebagaimana
dimaksud pada ayal (2) dalam Pasal inl yang barkaitan langsung dengan pelaksanaan
Lampiran ini, maka BN| wajib maemberitabukan kepada PIHAK KESATU paling lambat
30 (tiga puluh) Han Kerja sebelum berlakunya perubahan dimaksud. Namun demiklan
krvafiban pemberitabuan lersebul dikecualikan apabila:

a. ditetapkan oleh pemerintah aiau otonias.

b, perubahan acuan penatapan harga yang telah ditetapkan dalam Perjanjian dan
acuan tarsebut ditetapkan oleh oloritas: atau

¢, disepakali melalul proses negosiasl dan perubahan tersebut ditUangkan dalam
adendum Perjanjian,

PARA PIHAK estau salah salu PIHAK dapal melakuksn evaluasi sewakiu-wakiu

lerhadap pelaksanaan kerqa sama bardasarkan Lampiran i,

Setiap penambahan jenis Fasifitas Perbankan yang dapal digunakan untuk melakukan

Transaks! berdasarkan Lampiran inl, BNI akan menyampalkan pembesitahuan secara

lertulis berlkut petunjuk pelaksanaannya kepada PIHAK KESATU. Pemberitahuan

tertulis dan palunjuk pelaksanaan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

terpisahkan dengan Pananjian ini.

RUANG LINGKUP

Ruang lngkup dalam Layanan Integraled Cash Management berdasarkan Lampiran ini
adplabhy:

¥

PIHAK KESATU: b‘_
PIHAK KEDUA :
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BNIDirect Receivables:
BNI Virtual Account Debit,
QRIS dinamis

LAYANAN BNIDIRECT o
PIHAK KESATU dengan ini setuju menggunakan layvanan BNIDirect yang disediakan
oleh BN| sesual dengan fitur yang disjukan oleh PIHAK KESATU secars tertulis
kepada BNI melaiul Aplikasi Pendaftaran BNIDirect. Syarat dan Ketentuan BNIiDract
serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang tekait dengan layanan BNIDirect
yang telah disetujui dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU yang menjad| satu
kesaluan dan bagian yang tidak terpisahkan darn Perjanjian ini.

Dalam hal terdapal perbedaan pengaturan stau ketidakjelasan ketentuan antara
Apiikasi Pendaftaran BNIDirect dengan ketentuan Lampiran Inl, maka keteniuan
Lampiran ini yang akan berlaku,

PIHAK KESATU satuju menggunakan layanan BNIDirect yang salah satu fitur yang
diajukan oleh PIHAK KESATU kepada BNI adalah terkail pembayaran pajak matalui
BNIDirect (BNI e-Tax). Pengaturan khusus terkail BN e-Tar adalah sebagal barikut:
a. Ketentuan Umum BN e-Tax

1) PIHAK KESATU wajib memiiki rekening giro non perorangah di BNI,

2) Fitur s-Tax dapal diakses oleh PIHAK KESATU melalui BNIDirect untuk
pembayaran pajak setelah PIHAK KESATU memilih fitur fax payment sera
meangisi dan menandatangani Aplikas! Pendaftaran BNIDirect yang lermasuk
didalamnya Syaral dan Ketentuan BNIDirect danfatau Lampiran ini,

3) Pembayaran pajak melalul BNl e-Tax ini dilskukan oleh PIHAK KESATU
gﬁ%pmw:nwﬂmw yang sama uniuk mengakses

frect,

4) Pembayaran pajak melalul BNI &-Tax berdasarkan Peranjian ini dilakukan
dengan cara pembaysran melalul menu &-Tax di BNIDirect Batas waktu (Cuf
Off Time) vang ditetapkan BN) untuk menerma dan memproses transaksi
pembayaran pajak adalah pada Han Kera pukul 12.00 WIB.

b. Data Pembayaran Pajak

1) PIHAK KESATU menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran Data
Pembayaran Pajak yang diberikan kepada BENI sehubungan dengan
pembayaran pajak melalul BNI e-Tax dan melepaskan BN| dar kewajiban
melakukan verfikasi atas kebenaran (sl Data Pembayaran Pajak tersebut,

2) Apabila terjadi kesalahan dalam Data Pembayaran Pajak, maka segala akibat
dan kerugian yang tmbul menjadi tanggung jewab PIHAK KESATU
sepenuhinya,

3) Apabiln terjadi kesalahan dalam pembayeran pajsk yang diakibatkan oleh
kelalaian PIHAK KESATU, maka segala akibal dan kerugian yang timbul
menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU sepenuhnyn.

4) Apabila terfadi kesalahan dalam perbayaran pajak yang diakibatkan oloh
kefalaian BNI, maka segala akibal dan kerugian yang timbul menjadi tanggung
jawab BNI seperuhnya.

c. Prosedur Pembayaran Pajak Metalul BNI o-Tax

1) Pembayaran pajak melalul BNI e-Tax dilakukan dengan cara pambayafan
melalui fitur e-Tax pada BNIDirect.

2) PHAK KESATU mempsrsiapkan dan  meng-inpulimeng-uplosd Dala
Pembayaran Pajak.

KESATU: k
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3) PIHAK KESATU dapal melakukan inguiry ke sistem MPN mengenal nama
yang tercantPIHAK KESATU daiam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan
alamal NPWP ssbagail alal validasi malalul fitur e-Tax pada BNIDireel.

4) Apabili data yang db-npul PIHAK KESATU dengan hasd inquiry ke sistem
MPN telah sesuaifcocok, maka selanjulnys PIHAK KESATU melanjutkan
proses Approval dan Release dalam sistem BNIDirect.

§) Apabila transaks| pembayaran pajak lelah berhasil, maka PIHAK KESATU
akan mamperoleh tlanda bukli pembayaran (receipl) berupa NTPN.

d. Penyediaan Dana

1) PIHAK KESATU wajib menyediakan daha pada rekening PIHAK KESATU
minimal sebasar Jumlah transaksi pembayaran pajak yang diinsiniksikannya,
berkut biaya transaksi pembayaran pajak. biaya administrasi don biaya
lainnya (apabila ada) (di luar saldo minimal yang disyaratkan harus dipelibara
pada Rekening PIHAK KESATU) pada saal instruksl akan dilsksanakan oleh
BNL

2] BNI menjamin untuk melasanakan pembayaran atas kewajiban pajak PIHAK
KESATU sesual Dala Pembayaran Pajak dan kelersediaan serts Kecukupan
dana pembayaran pajak peds Rekening PIHAK KESATU.

3) Apabila pembayaran pajak sudah akan jatuh tempo dan saldo pada Rekening
PIHAK KESATU tidak mencukupi, maka BNI akan memberitahukan PIHAK
KESATU untuk segera menyediakan dana pada rekeningnya guna keperiuan
pembayaran pajak.

4) BNI berhak untuk menolak atasu tidak menjalankan fransaksi pembayaran
pajak yang dinstruksikan oleh PIHAK KESATU apablla dana pada Rekening
PIHAK KESATU tidak mencukupl

e. Panali Pajak

1) Apablla pada saal wansaksi pembayaran pajak tdak berhasll karena
ketidakcukupan dana pada Rekening PIHAK KESATU dan BNI telah
memberitahukan kepada PIHAK KESATU, namun PIHAK KESATU tidak
melaksanakan penambahan dana sebesar jumiah pajak yang seharusnya
dibayarkan tersebul, maka Penalli Pajask yang tmbul sebagal akibat
keterlambatan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

2) Apabils PIHAK KESATU melakukan lransaksl pembayaran pajak melewat
saat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, maka Penaltl Pajak yang timbul
;aé:;gai akibat kelardambatan tersebul menjadi langgung jawab PIHAK

ATU,

3) Guna menghindan denda akibal gagal transaksi pembayaran pajak maka
PIHAK KESATU dianjurkan untuk meiskukan transaksi pembayvaran pajai
pada H-1 tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.

4) Apabila PIHAK KESATU telah manyampalkan kelengkapan seluruh dokumen
danfatau dala yang diperukan, lemasuk telsh disampaikannys Data
Pembayaran Pajak secara bengr melalll fitur e-Tax pada BNIDirect serta
temedianya dann pada Rekening PIHAK KESATU dan terjadi keterlambatan
pembayaran atau tidak terbayamya kawailban pajak PIHAK KESATU (malalui
pambayaran pajak dengan filur e-Tax pada BNIDwrect staupun pembayaran
pajek secara manual sebagaimana dimaksud Ayat 3 butir | Pasal ini), maka
Penalti Paiak yang timbul sebagai akibal keterlambaian tersabutl akan menjadi
langgung jawab BNL.

. Pembayaran Pajak Secars Manual

Dalam hal PIHAK KESATU melakukan transaksi pembayaran pajak pada saat

tangagal jatuh tempo pembayaran pajak dan terjadi kegagalan transaks:

PIHAK KESATU: h
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pembayaran pajak yang disebabkan adanya gangguan pada sistem MPN,
sehingga transaksi pembayaran pajak tidak dapal dilaksanakan, maka dengan ini
PHAK KESATU memberkan kewenanganfkuasa kepada BNl untuk
melaksanakan pembayaran pajak secara manual melalul Kantor Cabang BNI,
yang mana pembayaran pajak secara manual tersebut ddakukan setelah
kegagalan pelaksanaan lransaksi pembayaran pajak dimaksud dibentahukan
oleh BNI kepada PIHAK KESATU.

Kepentingan Transaksi

PIHAK KESATU menamin bahwa transaksi pembaysran pajak yang dilakukan
melalul BNIDirect merupakan transsksi pambayaran pajak uniuk kepentingan
PIHAK KESATU sendiri dan bukan unfuk kepentingan pihak yang ssharusnya
tidak memniiki kepentingan. Apabils diketahul bahwa transaksi pembayaran pajak
dilakukan untuk Kepentingan dan/atau diranfaatkan oleh pihak yang seharusnya
tidak memilki kepenlingan (antara ksin termasuk namun lidak terbatas uriuk
melakukan kejahstanftindak pidana), maka BNI berhak untuk menolak atau
mermbatalkan transaksi pembayaran pajak dimaksud,

Untuk setiap pelaksanaan Transaks) Pembayaran Pajak:

1) BN| tidak bertanggung jawab terhadap segala risiko yang mungkin timbul yang
diakibalksn kelalaian, ketidakiengkapan, ketidaklelasan, atau kelidakiepatan
perintah/data darl PIHAK KESATU.

2) Segala transaksi pembayaran pajak yang dilskukan melalui BNIDirect yang
teiah disetujui oleh PIHAK KESATU dalam Approval dan Relesse, tidak dapat
dibatallcan.

Penyelsaian Komplain

1) BN| beranggung jawab dan wajib menyelesaikan setiap komplain PIHAK
KESATU atas Byanan pembayaran pajak sesuai dengan ketenluan dalam
Lampiran Inl berdasarkan perundang-undangan yang berlaku,

2) Penyampaian komplain dapat dilakukan terlebih dahulu secara lisan oleh
PHAK KESATU kepada BN| sefiap Her Karja selambat-lambatnya pada
pukul 16.00 WIB, dengan tenggang waktu 2 (dua) Har Kerja sejak tanggal
proses pembayaran pajak. Apabila keluhan tersebut ditenma seteiah melewati
pukul 16.00 WIB, maka akan dianggap diterima pada keesokan harnya.

3) PARA PIHAK sepakat bahwa pengajuan dan/atau penyelesalan komplain tidak
‘akan mengurangl dan/atsu menghilangkan hak dan kewajiban PARA PIHAK
sehubungan dengan pelaksanaan Lampiran ini,

BNI barmak untuk menghentikan BNIDirec! untuk semantara wakil maupun unuk

jangka wakiu terientu yang ditentukan oleh BNI untuk keperluan pembaharuan,

pemaliharaan (sistem maintenance) atau untuk tujuan jain dengan alasan apapur

yang dianggap balk oleh BNI dengan pemberitahuan terebih dahulu kepada
PIHAK KESATU,

V. LAYANAN BNIDIRECT RECEIVABLES
1. Reksning Fooling

a\

Untuk keperluan pelaksanaan Lampiran ini, PIHAK KESATU wajib mamilki
rekening giro pada Kanlor Cabang BNI unluk dipergunakan sebagal Rekening
Pooling.

Nomor Rekening Pooling adalah rekening giro PIHAK KESATU atas nama PEN
GRO 1 PIHAK KESATU pada BNI Kantor Cabang Brawjjaya.

PIHAK KESATL: h
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¢ Rekening giro sebagaimana dimaksud pada ayal ini, tunduk pada ketentuan-
ketentusn dan syaral-syaral sebagaimana tercantum o dalam syarat-syarat
umum untuk pemagang rekening yang beraky pada BNL
2. Panyediaan Virtual Acoount

a. BNl akan menyediakan Virtual Account yang diperiuken oleh Masabah untuk
melakukan Transaksi Virfual Account terdin dari

1) Branch Code Virtusl, yallu kode Transaksi dalam BNI Virtual Account berupa
angka yang terdin dari 1 {satu) diglt atau 3 (liga) digi, _

2) Company Code Virusl, yaitu kode yang mengidentifikaskan PIHAK KESATU
dan Rekening Pooling berupa angka yang terdin dan 3 (Biga) digit

3} Cusfomer Code Virfual, yaltu kode yang mengidentifikasikan Nasabah berupa
angka yang terdin dan 12 (dua balas) dight. Customer Code Virtual ditentukan
oleh PIHAK KESATU, dan dapat diubah bendasarkan pemberitahuan tertulis
dan PIHAK KESATU kepada BNI| pemberitahuan mana merupakan salu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan Lampiran ini.

b, PIHAK KESATU wajb menyampaikan Customer Code Virfual sacara tarulis
kepada BNI untuk keperiuan penyediaan Virtual Account, pemberitahuan mana
merupakan satu kesatuan dan baglan yang tidak terpisahkan dan Lampiran inl.

£ Setsiah PIHAK KESATU menysmpaikan Cusfomer Code Vidual sebagaimana
dimaksud huryf b Ayal Inl, maka sslanjutnya BNI akan menyediakan Virtual
Account untik keperiuan Transaksl berdasarkan Lampiran ini. Untuk prosss
pambuatan Vidual Account oleh BNI dilakukan dengan mekanisma Integrasi
sacara Hos! To Host berdasarkan data yang disampaikan oleh PIHAK KESATU
dan BNI lidak berwenang untuk melakikan perubahan atas data dimaksud.
Apablla terdapal kesalahan yang terfadl dikarenakan kesalahan data yang
disiapkan oleh PIHAK KESATU daniatau penyalahgunaan yang dilakukan oleh
PIHAK KESATU sepenuhnya menjadl tanggung jawab PIHAK KESATU,

d, PIHAK KESATU wajib mencantumkan identias PIHAK KESATU sabalum nama
Nasabah pada sefisp nama Virtiual Account yang diterbitkan.

e PIHAK KESATU wajit melakukan edukasi alau menginformasikan kepada
pamegang nomor Virtual Account bahwa segala penyalahgunaan Virlual Account
bukan merupakan tanggung awab BN, malainkan sepenuhnya menjadi tanggung
jawah PIHAK KESATU.

f. PIHAK KESATU wajib memberitahukan dan mensosialisasikan kepada Nasabah
perhal Vidual Accoun! sebagaimana dimaksud ayatl ini, untuk keperluan
melakukan Transaksi,

g. PIHAK KESATU wajb memastkan Vitual Account digunaksn unfuk transaksi
sesual dengan keglatan usaha berdasarkan perizinan yang dimiliki oleh PIHAK
KESATU dan talah mandapsatkan persatujuan darl BN

3. Transaksi

a, Transaksl dapal dilakuksn melalul Fasilitas Perbanksn dengan cara sebagal

biarikut

1) Setoran tunalipemindshbukuan melalul Kantor Cabang BNI pada Har Kerja
mutai pukul 0B.00 sampai dengan 16,00 waktu setempal atau wakiu lain yang
bedaku di BNE

2) Pemindahbukuanfransfer melalul ATM BNI atau ATM bank lain yang
tergabung dalam jaringan ATM Bersama atau melalul SMS Banking;

3) Transfer darl bank lain atau fasllitas infernet banking dan bank lain. Dalam hal
transfer dari bank lain dilakukan dengan mata uang yang berbeda dengan

PIHAK KESATU: {'_
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mata uang Rekening Pooling, maka akan dilakukan konversi mata uang
sesual ketentuan yang herdaku di BNI.

b. Pada saat Nasabah melakukan Transaksi, sistem BNI secara langsung (rea/ time)
akan menghkreditkan dana pembayaran kewajiban Nasabah tersebut ke Rexening
Poaling dan apabila Transaksi dilakukan dengan carg transfer (Kliring)/RTGS adari
bank lain atay melalui fasiitas inteme! banking dar bank lain, maka dana ditarnma
oleh PIHAK KESATU setelah efekiif danfatau dikreditkan ke Rekaning Pooaling.

¢ Apabila selama beriakunya Lampiran ini terdapal tambahan Fasllitas Perbankan
yang dapat dimanfaatkan unfuk melakukan Trensaksi, maks BN| akan
menyampalkan pemberitahuan secara tertulis berikut petunjuk pelaksanaannya
kepada PIHAK KESATU. Pembertahuan tertulis dan patunjuk  pelaksanaan
lerssbul merupakan satu kesatuan yang lidak dapat terpisahkan dengan
Lampiran ini.

4. Laporan Transaksi dapat dilbat pada Rekening Poaling dan/atau dicetak obeh
PIHAK KESATU melalul layanan BNI Intemat Banking daenfatau sarana lainnya
yang ada di BNL

Laporah atas berhasil slay tdaknya pelaksanaan Transaksi yang dilakukan Nasabah
akan disampalkan oleh BN| secara langsung (real time) melalul portal httpsiioni-
ecoliection.bni.co.id.
Data acuan pendsbitan bisya Transaksi menggunakan Virfual Accoun! mengacu pada
data hasll rekonsifiasi yang lercanium pada portai hitps:/bni-ecoligction.bni.co.id.
Ketentuan Layanan BNI Virtual Account mengacu pada Aplikasi Penggunaan BNI
Virtua! Account dan Syarat dan Ketentuan BNI Vittual Accoun! sefa dokumen-
dokumen pendukung lainnya yang tekait dengan laysnan BNI Virtual Accounl yang
lelah disepakati dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan menjadi satu kesatuan
yang tak terpisahkan dengan Lampiran ini dan apabila terdapal parbedaan pangaturan
atau ketidakjelasan ketertuan antara Aplikas| Panggunaan Virtual Accoun! dengan
ketertuan Lampiran ini maka ketentuan Lampiran ini yang akan beraku.

LAYANAN BNI VIRTUAL ACCOUNT DEBIT
Rekening Pooling
3. Untuk keperiuan pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK KESATU wajit mamilki

rekening girc pada Kantor Cabang BNI untuk dipsrgunakan sebagal Rekening
Pooling.

b. Nomor Rekening Pooling adalah rekening giro PIHAK KESATU alas nama PENG
(11 UM pada BNI Kantor Cabang Brawijaya.

¢, Rekening giro sebagaimana dimaksud pada ayat ini, tunduk pada kelantuan-
keteniuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum di dalam syaral-syarat
uimum untuk pemegang rekaning yang barlaku pada BNI

Penyediaan Virlual Account

a. BN akan menyediakan Virtual Account yang diperiukan oleh Pengguna Kariu
untuk melakukan Transaksl, Virfual Account terdiri dari 16 digit

1) Branch Code Virtual, yaitu kode yang mengidentifikssikan Bank dan produk
berupa angka yang terdiri dan akernatif versi benkut |

a. 3 (tiga) digit = versi 1

2) Company Code Virtual, yaitu kode yang mengidentfikasikan PIHAK KESATU
dan Rekening Pooling berupa angka yang terdiri dan aitematif verst berlkut :
a. 5 (ma) digit = versi 1

PIHAK KESATU: L
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3) Customer Code Virtusl, yaitu kode yang mengidentifikasikan Pengguna Karu
berupa angka yang terdin dari altematif versi benkut :
a. 8 (delapan) digit > versi 1

b. Customer Code Vitusl ditentukan oleh PIHAK KESATU, dan dapatl diubah
berdasarkan pemberiahuan tettuls dar  PIHAK KESATU kepada BNI,
pemberiiahuan lersebut merupakan sai kesatuan dan baglan yang tidak
terpisahkan dari Lampiran ini.

e PIHAK KESATU wajb menyampalkan Customer Code Virual secara tertulis
kepads BNI untuk keperiuan penyediaan Virfual Account Debit dan Karlu BNI
Virtual Account Debi, pemberftahuan tersebutl merupakan satl kesaluan dan
bagian yang tidak terpisahkan dan Lampiran ini,

d. Setelah PIHAK KESATU menyampaikan Cusfomer Code Virtual sebagaimana
dimaksud huruf b ayat ini, maka selanjutnys BNI skan menyediakan BNI Virfual
Account Debit untuk Keperluan Transaksi berdasarkan Lampiran ini. Untuk proses
pembuatan Vifusl Account oieh BNI dilakukan berdasarkan dala yang
disampaikan oleh PIHAK KESATU dan BNI lidak benvenang untuk melakukan
perubahan atas data dimaksud, Apabila lerdapal kesalahan yang teradi
dikarenakan kesalahan data yang disiapkan oleh PIHAK KESATU dan/aiau
penyalshgunaan yang dilskukan oleh PIHAK KESATU sepanuhiya menjadi
tanggung jawab PIHAK KESATU.

s PHAK KESATU wajib melakukan edukasi atau manginformasikan kepada
pemegang nomos Virtual Account bahwa segala penyalahgunaan Virtual Account
bukan merupakan tangung [awab BNI.

I PHAK KESATU wajib memberitatukan dan mensosialisasikan  kepada
Pengguna Karu perinal BNI Virtual Account Debit sebagaimana dimaksud ayat
i, untuk keperuan melakuksn Transaksi.

3. Transaksi

a. Transaksi dapat dilakukan meislul Fasilitas Perbankan dengan cam sebagai
berkut :
1) Setoran tunaipemindahbukuan meialul Kantor Cabang BNI pada Hari Kerja
mulal pukul 08,00 sampai dengan 16.00 wakiu selampal slau wakltu fain yang
barlaku di BNL

2} Pemindahbukuaniransfer melalui ATM BNI atau ATM bank lain yang
tergabung dalam jaringan ATM Bersama atau melalul SMS Banking;

3) Transter dan bank lain atau fasiitas intemet banking darl bank lain. Dalam hal
wansfer dari bank lsin dilakukan dengan mata uang yang berbeda dengan
mata uang Reksning Pooling, meka akan dilakukan konversi mata vang
sesual ketentuan yang beriaku di BNI,

b. Pada saat Pengguna Kartu melskukan Transaksl, sistem BNI secara langsung
(roal time) akan mendebit dana pembayaran Pangguna Karu tersebut dan
Rekening Poaling.

¢. Apabila selama beriakunys Lampiran ini terdapal tambahan Fasilitas Perbankan
yang dapat dimanfaatkan untuk malakukan Transaks,, maks BNl akan
menyampalkan pemberitahuan secara terulis berikut petunjuk pelaksanaannya
kepada PIHAK KESATU. Pembertanuan tertubs dan petunjuk palaksanaan
tersebul merupakan satu  kesatuan yang tidak dapst terpisabhkan dengan
Lampiran int,

d, Laporan Transaksi dapat dilihat pada Rekening Pooling dan/atau dicetak oleh
PIHAK KESATU melalul layanan BNI Intermet Banking dan/atau sarana lminnya
yang ada di BN,




Laporan atas berhasll atau tideknya pelaksanaan Transaksi yang diiakukan Pengguna
Kartu askan disampaikan oleh BNl secara langsung (real time) dengan mekanisme
integrasi secara Host To Host dan/atsu melakul Portal Virtual Account.

Data acuan pendebitan biays Transaksl menggunakan BN Virtual Account Debit
mengacu pada data hasi rekonsiliasi yang lercantum pada portal https://bnk-
ecoliection.bni.co.id.

Dalam hal ini terjadl perbadaan atas hasil rekapitulasi Transaksl yang tercatat pada
BNl maka PIHAK KESATU wajib memberitshukan kepada BNl secara lerulis
mengenai terfadinya perbedaan atas hasil rekapitulasi transaksi paling lambat 7
(tujuh) han kalender terhitung sejak teradinyn perbedaan atas hasil rakapitulas)
Transaksi tersebut Selanjutnya PIHAK KESATU dan BNI akan mengadakan
musyawarah untuk menentukan akibat lerjadinya perbedaan slas nasil rekapitulasi
Transaksi tersebut serta cara penyelesaiannya,

Ketentuan Layanan BNI Virtual Account Debit mengacu pada Aplikasl Penggunaan
BNI Virtual Accourt dan Syarst dan Ketentuan BNI Virtual Account serta dokumen-
dokumen pendukung lainnya yeng tekait dengan layanan BNI Virfual Account yang
talah disepakati dan ditaridatangani oleh PIHAK KESATU dan menjadi satu kesatuan
yang tak terpisatikan dengan Lampiran inl. Dalam hal terdapat perbedasn pengaluran
atau ketidakjelasan ketentuan antara Aplikasi Penggunaan Virtual Accoun! dengan
ketentuan Lampiran inl maka ketentuan Lampiran ini yang akan beraku.

LAMPIRAN Il : KETENTUAN LAYANAN PEMBAYARAN GAJI (PAYROLL)

I. DEFINISI

Semua kata atau istilah sebagaimana didefinisikan dalam Peranjian inl kecuall secara legas
dinyatakan lain mempunyal pengertian sebagal berikut.

L

2

Aplikasi Pendaftaran BNIDirect adalah formulir yany disediakan oleh BNI untuk dilsi
dan dilengkapi oleh PIHAK KESATU yang barmaksud mendafiar sebaga nasabah
pengguna BNIDirect tarmasuk syarat dan kelentuan penggunaan BNIDirecl,
| adalah persatujusn atas permintsan Transaksi dari PIHAK KESATU
kepada BNI untuk dapat diproses lebih lanjut oleh BMI.
Auto Debet adalsh proses pendebeian Rekening Giro PIHAK KESATU yang
ditakukan secara otomatis oleh sistem untuk dikreditkan ke rekening masing-masing
Pegawal sebagai panarima Gajl,
Auto Kredit adalah proses pengkreditan Gajl ke rekening dan masing-masing
yang dilakukan secara gtomatis oleh sisten) dengan mandebel (Auto Debet)

‘Rekening Giro PIHAK KESATU.

BNIDirect adalah fasilitas yang disediakan oleh BN| kepada PIHAK KESATU guna
memberikan kemudahan bagi PIHAK KESATU untk mengakses rekeningnya
dan/atau melakukan transaksi keuangan melalul jaringan internet.
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10.

1.

12,

13

15,
16.

7.

18,

19,

2.

3.

Gajl adaiah seluruh penghasilan Pagawal dalam 1 (setu) bulan yany diberikan dan
dibuktikan secara teriulls oleh PIHAK KESATU.

Harl Kerja adalah hari dimana BNI dan inatitusl perbankan di Indonesia pada
umumnya beroperasi dan melakukan kiring, di luar dad lbur nasional yang ditetapkan
oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka (non banking day) yang dietapkan oleh
Bank Indonesia di Jakarts.

Harl Libur adalah harl dimana BN tidak malaksanakan aktivitas operasionalnya yaitu
Han Libur Nasional, Hari Libur Bersama, Hari Sabtu dan Minggu.

Kantor Cabang BNI adalsh unil BN| yang dibuka untuk melayani masyarakat yang
memariukan jasa perbankan.

Kartu Debit BNI adalah afat pembayaran perbankan dengan menggunakan kartu
yang lerafilias| dengan rekening tabungan yang diterbitkan oloh BNI kepada nasabah

Pegawal adalah perorangan yang tercatat secara resmi bekestja dengan status
pegawal tetap dan memperolsh penghasilan rutin darl PIHAK KESATU,

Rekening Giro PIHAK KESATU adalah rekening giro yang dibuka oleh PIHAK
KESATU pada BNI unfuk kepantingan menampung dana dimana PIHAK KESATU
tunduk pada ketentuan-katentuan pembukaan rekening yang berlaky pada BN,
Rekening Pegawal adalah rakening tabungan dalam beantuk TapsTaplus
Utama/Giro astas nama Pegawai yang dibuka pada Kantor Cabang BN) yang
menampung Gaji Pagawai.

Surat Perintah Membayar adaloh perintah tertulls dari PIHAK KESATU kepada BNI
untuk membayar Gaji dengan cara Auto Debet dari Rekening Giro PIHAK KESATU
dan Auto Kredit ke Rekening Pegawai yang lelah dibukas di BN|.

Transaksi adalah proses pembayaran Gaji yang dilakukan PIHAK KESATU kepada
Pegawai melaiui BNIDirect.

User Approver adalah pejabat atau pegawai PIHAK KESATU yang berwenang unituk
melakukan Aporoval transaksi.

User Data adalah daftar yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU yang minimal harus
memual dala dan informasi serla dengan format sebagai berikut:

8. Mama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Pegawal.

. Nomor Reksding Pegawal lujuan pembayaran Gaii,

€. Jumiah/total pendapatan bersih Pegawal saliap bulan salalah dikurangi dengan
potongan-potongan  kewajiban Pegawal yang bersangkulan kepada PIHAK
KESATU.

d. Jumiah nominal Gaji atau hak Pegawai yang dibayarkan kepada masing-masing
Pegawai,

User Maker (Data Entry) adaiah pejabat atay pegawal PIHAK KESATU yang

berwenang untuk melakukan Datas Entry {meng-input perintah Transaksi),

User Releaser adalah pejabat atau pegawal PIHAK KESATU yang berwenang uniuk

melakukan releasepersetujuan Transaks:,

PEMBUKAAN DAN PENGGUNAAN REKENING
Untuk pelakssnaan pembayaran Gaji, PIHAK KESATU wajib membuka Reakening
Giro PIHAK KESATU.
Para Pegawal wajib membuka Rekening Pegawal yang dllengkapl dengan Kartu
Dabit BNI dan fasiitas e-banking, untuk mensmpung penerimasn pembayaran Gajl,
Mekanisme pembukaan Rekening Pegawai dilakukan langsung oleh masing-masing

PIHAK KESATL! &'
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Pegawal dengan ketentuan
8. Pegawal datang langsung ke Kantor Cabang 8NI yang telah disepakati dan
melakukan pengisian  formulle pembukaan rekening dengan melampirkan

b. Kmm%nmﬂﬂl‘ahﬁmehkummﬂmmpmhm
Rekening Pegawal berdasarkan dengan formulir pembukaan rekening dan
dokumen persyaratan yang teiah Pegawal sampalkan sesual dengan ketentuan
yang beriaku di BN,

c.  Pegawsai meiakukan penyatoran dana sebagai seldran awal.

4. Alas pembukaan Rekening Pegawal, Kanipr Cabang BNI akan menysrankan
bukti kepemilikian rkening berups buku tabungan, Kartu Debit BNI, dan PIN
kartu Kepada masing-masing Pegawal, sarta melakukan aktivasi Kartu Debit
BNL.

dibutunkan BNI dalam rangka pembukaah Rekening Pegawal, dengan proses

pembukaan Rekening Pegawai yang dilskukan dengan ketentuan:

3. PHAK KESATU menunjuk pejabal yang berhak dan serta sah
mewakill PIHAK KESATU unfuk melakukan administrasi pembukaan rekening
yang dibuktikan dengan penyerahan asll sural penunjukan secara khusus, untuk
selanjutnya BNI akan menysrahkan formulir pembukaan rekening sesua dengan
ii;Emlth peminiaan pembukaan Rekening Pegawal yang disampaikan oleh PIHAK

SATU.

b. Kantor Cabang BNI akan melakukan verifikasi terhadap data Pegawal yang
disampalkan oleh PIHAK KESATU dengan formullc pembukaan rekening untuk
solsnjutnya dilakukan proses pembukaan Rekening Pegawal sesua dengan
Ketentuan yang berlaky di BN,

¢ Setelah proses pembukaan Rekening Pegawal dilaksanakan oleh BNI, maka BNI
akan monginformasikan kepada PIHAK KESATU untuk menjadwalkan pertamuan
dengan Pegawal dalam rangka penandalanganan buku tabungan dan
penyerahan Kartu Debil secara langsung kepada Pegawal, selambat-lambatnya
14 (empal belas) Hari Kerja sejok proses pembukaan Rekéning Pegawal selesal
dilaksanakan,

d. Pada saat pertemuan dengan masing-masing Pegawal, BN| akan melakukan
verifikas| terhadap Pegawal antara lain dengan melakukan pencocokan karty

BNI, bersamaan dengan pelaksanaan aktivasi Karty Debit.

e. Penyerahan buku tabungan dan Karty Deblt BNI beserta PIN kartu dapat
dilakukan secara langsung di Kantor Cabang BNI maupun tempat lain yang
disepalall PARA PIHAK,

5, BNI berhak untuk tidak malaksanakan proses permohonan pembukaan Rekening
Pegawal apabila PIHAK PERTAMA danfatau Pegawal tidak memonuh persyarmtan
yang ditstapkan oleh BNI

B.  Pembukaan/pengaunaan rekening sebagaimana dimaksud pada Lampiran i tunduk
pada ketentuan-ketentuan dan Syaral-syaral sebagaimans lercantum dalam syaral-
Syaral umum untuk pembukaan rekening yang beraku pada 8NI termasuk tetapi
tidak terbatas pada ketsntuan pembukaan rekening, sakdo minimum rekening dan
|asa giro yang berlaku, dan ketentuan pearbankan yang beraku secara umurm dj BN
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. KETENTUAN PENGELOLAAN TRANSAKSI PEMBAYARAN GAJI
PIHAK KESATU dapat memilih layanan pembayaran Gajl {Payrofy di BNI malalui 2 (dua)
lyanan sebagai barkut:
1. BNDirae]
a, Ketlentuan BNIDirect

1)

2)
3)
4)

5)

B)

7)

&)

Untuk pelaksanaan Transaksi, PIHAK KESATU wajit untuk mengisi dan
menandatangani Aplikas: Pendaftaran BNIDirect lermasuk di dalamnya Syarat

BNIDirect  dapat  diskses oleh  PIHAK  KESATU  malalyl
hm:ﬂb_nkﬁmﬂ.hni,;g,jﬂ.

Pengaktivasian BNIDirect dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU dengan
menggunakan password awal yang diterima dari BN

Transaksi dilakukan langsung cleh PIHAK KESATU melalul BNIDirest yang
telah diaktivasi.

PIHAK KESATU dengan ini seluju menggunakan layanan BNIDirect vang
disedlakan oleh BNI sesual fitur yang diajukan olsh PIHAK KESATU secars
tertulis kepada BNI, Ketentian lebih lanjut terkait penggunaan BNIDirect dan
pelaksanaan Transaksi mengacy pada Syarat dan Ketentuan BNIDireet yang
lerdapat dalam Aplikasi Pendaftaran BNIDirect, yang teiah disetujul dan
ditandatangani oleh PIHAK KESATU, serta merupakan salu Kesalan dan

perbedaan pengaturan  alsu ketidakjelasan  ketentuan  antars
Pendaftaran BNIDirect dengan ketentuan Pananjian ini maka kelaniuan
Parjanjian inl yang akan berdakuy,

Fitur payrol dapat diakses olsh PIHAK KESATU mekalul BNIDirect untuk
pembayaran Gaji setslsh PIHAK KESATU mengisi dan menandatangani
Aplikasi Pendaftaran BNIDirect yang lermasuk didalemnya Syarat dan
Ketentuan BNIDirect dan/atau Lampiran ini,

Pembayaran Gaji melaki BNIDirect ini dilakukan alish PIHAK KESATU
menggunakan user id dan password yang sama untuk mengakses BNIDirect.
Pembayaran Gajl meialyl BNIDirect  berdasarkan Perjanjian ini dilakukan
dengan cara pembayaran melalul manu payrol di BNIDIrect

b, Data Pembayaran Gaji
PIHAK KESATU menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran data
pembayaran Gajl sehubungan dengan pembayaran Gaji mefalui BNIDirect dan
melepaskan BNI darl kewajlban melakukan verfikasl atas kebenaran isi dats
pembayaran Gaji tersebut,

c. Prosedur Transaksi BNIDirect

a.

b.

f.
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Pembayaran Gajl melalui BNIDirsct dilakukan dengan cara pembayaran
metalul ftur payroll pada BNIDirect

User Data yang diinput oleh User Moker berhasil, maka selanjuinya data
pambayaran Gaji tersabul akan disetujui oleh User Approver.

Apabila User Approver telah memberikan persetujuan, maka selanjulnya data
pembayaran Gajl yang hanya berupa total nominal pembayaran (lidak berupa
data rinci masing-masing Gaji Pegawal) akan di-release oleh User Relasser
dalam sistern BNIDiract.

Apabila Transaksi pembayaran Gaji lelsh berhasil, maka PIHAK KESATU
akan memperoleh tanda bukli pembayaran yang dapat di-download dari
BNIDirect.




d.

Untuk setiap pelaksanaan Transaksi:

Segala Transaksi yang dilakukan melalui BNIDirect yang talah disetujul oleh PIHAK
KESATU dalam Approval dan Relvase, tidak dapat dibatakan,

1) Penyampaian keluhan dapat dilskukan terleblh dahuly secara hsan oleh PIHAK
KESATU kepada BNI setiap Hari Kefa selambatdambatnya pada pukul 16.00
WIB, dengan tenggang wakiy 2 (dua) Han Keria sejak tanggal proses
pembayaran Gajl. Apabila keluhan tersebut ditersma selelah melswall pukul
16.00 WIB maka akan dianggap diterima pada keesokan harinya.

2) PARA PIHAK sepakat bahwa pengajuan dan/atau penyelesaian komplain tidak
akan mengurangl dan atsu menghilangkan hak dan kewajiban PARA PIHAK

3) BNI berhak menghentikan I?HlDa‘ratt untuk sementara wakiu maupun untuk

4] Apabila untuk keperiuan system mainfenance atas untuk tajuan lain dengan
alasan apapun yang dianggap bak oleh BNI, BNI dapat menghentikan
BNIDirect untuk sementara waktu dengan pembartahuan lerebih dahuly

Panyediaan dana

1) PIHAK KESATU wajib menyediakan dana pada Rekering Gire PIHAK
KESATU minimal sebesar jumish Transaksi yang ginstruksikannya, berikut
bizya Transaksi, biaya administrasi dan biaya lainnya (di luar saldo minimal
yang dsyaratkan harus dipelihara pada Rekening Giro PIHAK KESATU) pada
sz2at Instruksi akan dilaksanakan oleh BN,

2) Apabila pembayaran Gajl akan [atub tempo dan sakdo PIHAK KESATU tidak

3) BNI berhak untuk menclak atay tidak menjalankan Transaksi yang
diinstruksikan oleh PIHAK KESATU apabils dana pada Rekening Giro PIHAK
KESATU tidak mencukupi.

2, Manual melalul Kantor Cabang BNI

.

Palaksanaan pembayaran Gaji diiakukan oleh BNI pada tanggal 1 (satu) satiap

bulannya berdasarkan Surat Perintah Membayar. Apabila antara tanggal tersebut

bertepatan dengan hari Bbur, maka pembayaran Gaji dilakukan pada Harl Kerja

berikutnya.

Untuk pelaksanaan pembayaran Gaji bardasarkan Peranjian inl, PIHAK KESATU

waljib melaksanakan ketentuan-keteatusn sabagai berikut

1) Membuat daftar Gaji ke datam sistem yang disadiakan BNI dan menyimpan
dala tersabut dalam flash disk/CO.

2) Menylapkan dan menyampalkan kepada BN| Surat Perintah Membayar
disertal Dattar Gaji dan Bilyet Giro sebesar total Gali yang akan dibayarkan
yang lelsh ditandatangani Pejabal PIHAK KESATU yang contch tanda
langannya ada pada BNI, untuk membayarkan Gaji para Pagawai dengan
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tara pemintshbukusr secars Auto Debst dari Rekening Giro PIHAK
KESATU dan Auto Kradit ke Rekening Pegawai.

3} Menyerahkan data Gali yang telah di inpul kepada BNI dalam sampul ertutup
dilengkapl output Daftar Gajl (Hardeopy Output System) yang sskurang-
kurangnya memuat informas mengenal, NAMAPEG (Nama Pegawai),
NOREK {Nomor Rekening) dan JMLGAJI (Nominal Gaji), serta STATUSPEG
(status kepogawaian dalam hal Int Istapikontrak/PKWT), Surat Perintah

4) Kebenaran dan kelengkapan data Gajl yang telah diinput menjadi tanggung
jawab PIHAK KESATU. Apabiia terjadi kesalahan dalam menginput Gali, hal
tersebut bukan merupakan langgung jawab BN,

d. Penyolesaian keluhan terkall pembasyaran Gajl secara manyal akan disempaikan
nleh PIHAK KESATU kepada Kantor Cabang BNI.

IV. PENYEDIAAN DANA

1. PIHAK KESATU wajib menyediakan dana pada Rekening Giro PIHAK KESATU
minimal sebesar jumlah Transaksl yang diinstrukskannya, berikut blaya Transaksi
blays administrasi dan blaya Kinnya (di uar saldo minimal yang disyaratkan harus
dipelhara padas Rekening Giro PIHAK PERTAMA) pada sas! nstruksi akan
ditaksanakan oleh BN

2. Apabila pembayaran Gaji akan jah wmpo dan saldo PIHAK KESATU tidak
mancukupl, maka BNI akan segera membaerilahukan PIHAK KESATU uniuk
menyedizkan dana pads Rekening Giro PIHAK KESATU guna keperluan pembayaran
Gajl tersebut.

3. BNI barhak untuk manolak atau tdak menjalankan Transaksi yang dilnstruksikan oleh
PIHAK KESATU apabila dana pada Rekening Giro PIHAK KESATU tidak mencukupi,

V. CONTINGENCY PLAN

Dalam hal tedadi gangguan sistem, bak dari sisl PIHAK KESATU atau BNI, termasik
namun tidak terbatos pada kegagalan sistem komunikasliransmisi dan atay kegagalan
peralatan elektronik lainnya, yang menyebabkan sistem tersebut mat atau tdak berfungsl
semestinya sehingga Transaksi tidak dapal dilaksanakan, maka dengan inl PIHAK KESATU
memberikan kewenanganikuasa kepada BNI untuk melaksanakan Transaksl. Selanjutnya
PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan sistem perbankan secara manuslkonvensional
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3.

Setiap Transaksi yang diakukan oleh PIHAK KESATU medaill BNIDIrec! dapat
dibukbkan dengan nomoar transaksi pada halaman ransaksi BNIDirect dan/atau mutasi
yang lercatal dalam Rekening Giro PIHAK KESATU.

Vil. BIAYA PENGGUNAAN BNIDIRECT

1.

BNI dengan ini setuju membenikan tarf khusus kepada PIHAK KESATU atas hiaya-
biaya yang berkaltan dengan pelaksanaan pembayaran Gaji menggunakan BNIDirsct
sesual Peranjian ini| yaitu:

l_Hn Jenis biaya . Pricing ]
1. | Transfer ke sesama rekoning BNJ Rp. 0

2. | Kiiing Rp.0

'_i RTGS 'Rp.D

BNI memberikan Merchant Discount Rate (MDR) kepada setiap Merchant, dengan
kelentuan sabagai benkut:

| Janis ORIS % MDR
| QRIS On Us 0%
| QRIS O Us | 0%

Perubahan atas biaya-blaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ini ditakukan berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK, dan kasapakatan tersebut cukup dilakukan dengan surat
menyurat yang merupakan fampiren dan bagian yang tidak terpisahkan dan Perjanjian
ink,

Dalam hal terdapat pengembalian dana yang dilakukan olsh BN| dikarenakan adanya
kelidaksesualan dan/atau sebab 8papun lainnya, pengembalian dana lerssbul
merupakan sejumiah dana selslah dikurangi dengan biaya transfer antar bark_

Pambebanan blays-blaya tersebut dapat diveview sacara periodik setiap tahun oleh
BNL

VIIL BIAYA PENGELOLAAN REKENING FEGAWA)

1.

Biaya-bisya lerkalt pengelolaan Rekening Pegawal mengacu pada kelentuan biaya
pengslolaan rekening yang berdaku di BNI sestal dengan jenis tabungan yang dipilih
oleh Pegawal,

Perubahan atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal inl dilakukan
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan kesepakatan tersebut cukup ditakukan
dengan surat menyurat yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan
dari Pefjanjian ini,

Dalam hal lerdapat pangembalian dana yang dilakukan aieh 8N| dikarenakan adanya
ketidaksesuaian dan/otauy sabab apapun kainnya, pengembalian dana tersebyl|
merupakan sejumiash dana setslah dikurangi dengan biaya transfer antar bank,

Pembabanan braya-biaya tersebut dapat di-raview secara periodik satiap tahun oiah
BNL
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IX. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Tanpa mangesampingkan kewajiban dan hak PARA PIHAK yang distur pada pasal-
pasal lain dalam Paranjian inl, hak dan kewajiban PIHAK KESATU adalah sabagal
barikut,

a. Menarima jasa layanan pembayaran Gaji dan BNI;

b. Menyampaikan data mandalon berupa nomor handphons Pegawal yang terkini
untuk diakukan pencatatan pada BNI;

¢.  Menerima laporan transaksi pembayaran Gajl sesus dengan kebutuhan PIHAK
KESATU;

d. Menginstruksikan Pegawai untuk membuka Rekaning Pegawai dalam rangka
pembayatan Gajl sesual ketentuan yang berlaku pada BN,

¢. Memberikan keterangan dan/atau dats lainnys yang diperiukan BNI barkaitan
dangan pembayaran Gaji,

f. Menginformasikan kepada BNI apabila terjadi perubshan status kepegawalan
dan Pegawai;

g Menginformasikan datn Pagawal apabila terjadi parubahan atas data yang sudah
disampalkan, malpun untuk mislengkapi data apabila ditemukan data yang tidak
:nﬁgknpﬂidnk valid oleh BNI, untuk selanjutnya dilakukan pengkinian data oleh

I

2.  Tanpa mengesampingkan kewajiban dan hak PARA PIHAK yang diatur pada pasal-
pasal lain dalam Perianjian ini, hak dan kewajiban BNI adaish sepagai barikut

a Melakukan pembukaan Rekening Pegawal sesual kelentuan yang beraku pada
BENI sehubungan dengan panyediaan ayanan pembayaran Gaji;

b. Mandapatkan fasiltas untuk memasarkan layanan perbankan lannya kepads
: i

¢ Menarima keterangan dan/atau data lainnya yang diperiukan berkaitan dengan
pembayaran Gaij;

d.  Memberikan jasa layanan pembayaran Gajl kepada PIHAK KESATU,

a. Memberikan laporan transaksi pembayaran Gaji sesual dengan kebutuhan PIHAK
KESATU;

f. Menyediakan fasilitas perbankan lainnya kepada PIHAK KESATU sesual dengan
ketentuan yang berlaku pada BNI,

X. KUASA KEPADA BNI

1. Untuk pelaksanaan Peranitan ini, dengan ini PIHAK KESATU memben kuasa kepada
BNI untuk melakukan pendabetan sejumish dana pada rekening milk PIHAK
KESATU. kuasa mana bdak periu dibuat secara tersendin, melainkan sudah
tercantum dalem Perjanjisn inl, KUasa tersebut tidak dapat ditarik atau dicabul kembali
dan oleh karenanya tidak akan berakhir atau dihapus karena sebab apapun, termasuk
akan tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab ssbagaimana dimaksud Pasal 1813,
1814 dan 1818 Kilab Undang-Undang Hukum Perdala. kecuall Perjanjian ini teiah
berakhir dan seluruh kewajiban PARA PIHAK telah dipanuhi,

2.  Kussakuasa yang diberikan sebagaimana lermaktub dalam Perjanjian ini, formulir-
formulir BNIDirect dan dokumen lainnya sehubungan dengan penggunaan BNIDirect
dan transaksi perbankan yang diiakukan metalul BNIDirect merupakan baglan-bagian
yang lerpenting dan tidek dapat dipisahkan dart Perjanjian ini, sampai dengsn adanya
permbiaritahuan tertulis dar PIHAK KESATU kepada BNI mengenal pencabulan kuasa
dan pemberntahusn lersebutl harus sudsh diterima oleh BNI selambatdambalnys 30
(liga pulih) har kalender sebelum pencabulan kuasa tersebul bertaku efeklil dangan
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ketentuan pencabutan kuasa hanya berlaku efektif pabila saluruh k IHAK
KESATU kepada BNI t=lah tarselesalkan. . - owejfoen P

PIHAK KESATU: é’

PIHAX KEDUA : 28




LAMPIRAN Il : KETENTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN

FASILITAS KREDIT KONSUMER KEPADA PEGAWAI

DEFINISI

Setiap frasa, kats yang diawall dengan huruf besar pada Lampiran Perjanjian inl, memiliki
arli sebagal berikut:

1.

10,

11.

Angsuran adalah sejiumilah uang sebesar utang pokok dan bunga yang ditetapkan oleh
BNI sebagal pembayaran Fasiltas Kredit Konsumer sebagaimana distur dalam
Perjanjian Kradil. '

BNI Fleksi adalah fasiitas kredit konsumer tanpa agunan untuk membiayal segala
keperuan konsumdif.

BNl Griya adalah Fasiitas Kredt Konsumer untuk pembisysan pembelian/
pembangunan/renovasl rumah linggalMavelingfapartiemen/rukolrukankics! rafinancing
dan [ake over dengan jaminan obyek yang diblayasi.

BNl Griya Multiguna adaish fasilitas kredit konsumer unluk memblayal segala
keperiuan Konsumen dengan jaminan tanah berikul bangunan lempat tinggal.

Debitur adalah Pagawal PIHAK KESATU yang memparoleh Faslitas Kredit Konsumer
dari BNI.

Fasilitas Kredit Konsumer adaigh fasiltas kredil konsumer yang disalurkan BN|
kepada Pegawal PIHAK KESATU berdasarkan Perdanjian inf yaltu BNI Fieksi, BNI
Griya dan BNI Griya Muliguna,

Gall adalah seluruh penghasilan Pegawal PIHAK KESATU dalam 1 (sat) bulan yang
diberikan dan dibuktikan secara tertulis oleh PIHAK KESATU.

Harl Kerja adalah har dimana BNI dan institusi perbankan di iIndonesia pada umurmnya
beruperas! dan melakukan kinng, di luar dan libur nasional yang ditetapkan oleh
Pamedntah dan han bank tidak buka (non banking dsy) yang ditetapkan oleh Bank
Indanesta di Jakaria,

Pegawai PIMAK KESATU adalah perorangan berkewarganegaraan Indonesia yang
tercatat secara resini bekerja dengan status pegawal telap dan memperolesh Gaji dar
PIHAK KESATU.

Perjanjlan Kredit adaish perjanjian yang ditandatangani oleh BNI dan Debilur yang
menjad dasar parikatan hukum pembarian Fasilitas Kradit Konsumar.

Rekening Tabungan adalsh rekening tabungan atas nama Debitur yang dibuka pada
kantor cabang BNI yang digunakan uniuk menampung Gajl Debitur darl PIHAK
KESATU dan/atsu pembayatran Angsuran, tuhggiakan, denda, blaya-blaya lain ks ada,

PERSYARATAN PENERIMA FASILITAS KREDIT KONSUMER

Calon Debitur berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan usia saat pelunasan
Fasilitas Kredit Konsumer adalah 55 (ima puluh lima) tahun atau dinyatakan lain oleh
PIHAK KESATU mangenai perpanjangan usia pansiun Debitur maksimal 65 (enamn
pulub ima) tahun.

Calon Debitur memiliki penghasilan tetap minimal sesuai ketentuan yang berlaku pada
BN,

Calon Daebitur lelah menjadi Pegawsi tetap dengan ketentuan masa kerja berdasarkan
katantuan BNI.

Calon Debitur mengajukan pemmohonan Fasililas Kredit Konsumer dan melengkapi

fermulir aplikasi Fasilitas Kredit Konsumer yang disediakan BNI dangan melampirkan:

a. Dokumen-dokumen yang disyaraltican sesual ketentuan Fasiitas Kredit Konsumer
yang beriaku pada BN,

b. Surst rekomendas| dan PIHAK KESATU,
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¢ Dokumen-dokumen lin yang dtentukan oleh BNI secarn kasuistk, apabila
diperiukan.

. KETENTUAN FASILITAS KREDIT KONSUMER
Ketentuan BNI Flaksl

8. Maksimum kredit BNI Fieksi disesuaikan dengan kebutuhan pembisyaan dan Gajl
calon Debitur dengan batasan maksimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) untuk setiap Debitur dan bersifat afiopend (menurun sasual jadwal
Angsuran),

b. Jangka wakiu BNI Fleksi maksimal selama 8 (delapan) tahun dan pembayaran
Angsuran harus lunas sesual jangka waktu BNI Fleks) Debitur dan/atau saasl usia
pensiun Debitur,

€. Suku bunga BNI Fleks) ditelapkan sesual dengan tingkat suku bunga BNI Fleksi
yang berfaku pada BNI pada saal penandatanganan Pedanjian Kredit dan bearfaky
letap (fixed rate) sampal dengan BNI Fleksi lunas untuk semus jangka wakiu BN
Fleksi Debitur. Suky bunga dapat berubah sawakiu-wakiu sesual dengan kondisi
pasar dan program yang berlaky.

d. Debitur yang menerima Fasiitas Kredit Konsumer berupa BNI Fleksi waiib
menerima pembayaran Gaji melalul Rekening Afiliasi.

@ Debitur dikenakan biaya pemberian BNI Fleksi, yaltu provisl dan bisya
administresi sesuai kelentuan yang berlpku di BNI. Baya dimsksud wajib
dibayarkan Debitur secara lunalipemindahbukuan pada saat penandatanganan
Perjanjian Kredtt atsu pada saat pencalran BNI Fleks),

.. Debftur dikenakan denda tunggaksn terhadap kelerlambatan pembayaran
Angsuran sebesar 2,5% (dua koma fma persen) per bulen dari besamya
Angsuran yang lefunggak.

g Debitur wajib ditutup asuransi jiwa pada perusahaan asuransi yang merupakan
rekanan BN| dengan banker's clause kepada BNI untuk jangka waktu yang sama
dengan jangka waktu Parjanjian Kradit dan premi asuransi menjadi beban Debifur,

h. Seiama jangka waktu Perjanjian Kred, Debitur wajlb menerima pembayaran Gasjl
pada Rekening Tabungan metalul payrofl di BNI dan memeiihara saldo Rekening
Tabungan sebesar saldo minimum ditambah 1 (satu) kall Angsuran selambal-
lambatnya disetor sast penandatanganan Peranjisn Kredit untuk dilakukan
pemblokiran oleh BN sampal dengan pelunasan BN Fleksi Debitur.

I Sepunjang tdak diatur secara khusus dalam Perjanflan inl, maka seluruh
ketemtuan BNI Fleksi pada BNI beriaku bagl Debitur BN Floksi,

—_—
[

2. Ketenluan BNI Griya:

3. Maksimum kredit BNI Griys disesualkan dengan kebutuhan pembisyaan dan Gaj
calon Debitur dengan batasan minimal sebesar Rp50.000.000,00 (ma puluh juta
rupiah) dan maksimal sebesar Rp5.000.000.000,00 (ima miiar rupiah) umtik
selisp Debitur dan bersifat aflopend (menurun sesusl jadwal angsuran yang
ditetapkan).

b. Jangka wakiu BNI Griya maksimal selama 30 (tiga pulih) tahun, dan pembavaran
Angsuran harus lunas sesual jangka waktu BNl Griya Debitur dan/atsu saat psia
pensiun Debitur dan/atau selambatdambatnya 1 (salu) tahun sebelum sertifkat
Hak Guna Bangunan jatuh tampo untuk BNI Griya dengan jaminan sedifkat Hak
Guna Bangunan,

t. Rumah tnggaVapartemenfrumah toko (rukolrumah kantor (nikan) slap bangun
yanyg akan dibiayal BNI Griya adalah yang teiah sisp bunl atau inden yang dljual
oleh pengembang/penjual yang telah mampunyal kefa sama dengan BNI datam
panyediaan BNI Griya.
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d. Jaminan BNl Grya berupa tanah tansh dan bangunan yang dibiayai oleh BN
Grya dan difkal sesual dengan kefentuan pengikatan jaminan yang beriaku pada
BN

e, Suku bunga BNI Griya ditelapkan sesunsl dengan ketentuan yang barlaku of BNL
Suku bunga dapat berubah sewakiu-wakiu sesual dengan kondisi pasar dan
program yang berlaky,

f. Besamys uang muka pembelian rumah tinggalapartemen/rurmah  toko
(rukn)rumiah kantor (rukan)kios ditetapkan sesuai kelentuan yang berlaku pada
BNL

8. Besamya pemblayaan yang dapal diberkan cleh BNI tarhadap pembelian rumah
imggal'apartemenirumah toko(ruko)irumah kantor (rukan) ditetapkan berdasarkan
katentuan Bank Indonesia atau lembaga/badan lain barwenang yang berlaku.

h. Debitur dikenakan biaya pemberian BNI Gnya, yailu yaitu provisi dan biaya
adminisirasi sesual keleniuan yang berlaku di BNl Biaya dimaksud waijib
dibayarkan Debitur secara Wnallpemindahbukuan saal penandatanganan
Pedanjan Kredid alau pada saat pencairan BN| Griya,

I Debitur dikenakan denda tunggakan terhadap keterlambatan pembayaran
Angsuran sebesar 26% (dua koms Ima persen) per bulan dad besamya
Angsuran yang terfunggak.

|- Debdur wajip ditutup asurans! jiwa pada perusshaan asuransi yang merupakan
rekanan BN| dengan banker's clouse kepada BNI untuk jangka waktu yang sama
dengan jangka wakiu Perjanjian Kredit dan premi asuransi menjadi beban DabRur,

K. Debitur wajib menutup asuransi kerugian terhadap famiman BNI Griya pada
perusahaan asuransl yang merupakan rekanan BN| dengan banker's clause
kepada BNI untuk jangka waktu yang sama dangan jangka wakiu Pefjanjian
Kredit dan premi asuransi menjadi beban Debitur,

I Selama jangka wakiu Perjanjian Kredil, Dabitur wajib memelivara saldo Rekening
Tabungan sebesar saldo minimum ditambah 1 (satu) kall Angsuran selarmbat-
iambatnya disetor sast penandstanganan Penanjian Kredit untuk dilakukan
pemblokiran oleh BNI sampal dengan pelunasan BNI Griya Dabitur,

m. Sepanjang Udak dialur secara khusus dalam Perjanjian ini. maka seluruh
ketantuan BN| Griya pada BNI berlaku bagl Debitur BN Griya.

3. Ketertuan BNI Griya Multiguna;

a Maksimum kredll BNI Grya Muliguna disesualkan dengan kebutuhan
pemblaynan dan Gajl calon Debitur dengan minimal ssbesar RpS50.000.000,00
(ima puluh juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp1.000.,000,000,00 (satu milar
rupiah) untuk setisp Debltur, BNI Griya Multiguna adalah fasilitas kredit dengan
bentuk afiopend (menurun sesual jadwal angsuran yang ditetapkan) sebesar
100% (seratus persen) dan maksimum kradit.

b, Jangks waktu BNI Griya Multiguna ditetapkan maksimal selama 10 (sepliluh)
1ahun,

c Pembayaran Angsutan BNI Griya Multiguna tersebut juga harus lunas sesuai
jangka wakiu BNI Griva Multiguna Debitur danfatau saat usia pensiun Debitur
alau selambal-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum serifikal Hak Guna Bangunan
jauh tempo untuk BNI Griya Mulliguna dengan jaminan sedifikal Hak Guna
Bangunan,

d. Jaminan BNl Griya Mulliguna berupa tanah dan bangunan dan dikat sesual
dengan ketentusn pengikatan jaminan yang berlaku pada BN
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e. Suku bunga BNI Gnya Multiguna ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku saat
inl, dengan ketentuan yang berdaku di BNL Suku bunga dapat berubah sewaktu-
wakiu sesuai dengan kondisi pasar dan program yang berfaku.

{. Besamya pembiaynan yang dapat diberikan oleh BNI ditetapkan berdasarkan
ketentuan Bank Indonesia atau lembagalbadan lain berwenang yang berdaku,

g. Debitur dikenakan biaya pemberian BN! Griya Mulliguna, yaitu provisi dan biaya
administrasi sesusi ketentuan yang berdaku di BNl Bisya dimaksud wajib
dibayarkan Debitur secara tunsifpamindahbukusn saal panandalanganan
Perjanjian Kredit atau pada saat pencairan BNI Grya Multiguna.

h. Debiur dikenakan denda fungoakan lerhadap kelerlambatan pembayaran
Angsuran sebesar 2.5% (dua koma lima persen) par bulan dari besamya
Angsuran yang lerunggak.

L Debitur walio drutup asuransi jiwa pada perusshasn asuransi yang merupakan
rekanan BNI dengan banker's cause kepada BNI untuk jangka wakiu yang sama
dengan jangka waktu Perjanjian Kredil dan premi asuransi men|adi beban Debitur.

| Debiur wajib menutup asurans kerugian terhadap jaminan BNl Grya Multiguna
pada perusashaan asuransi yang merupakan rckanan BNI dengan banker's clause
kepada BNI untuk jangka waktu yeng sama dengan jangka wakiu Perjanjian
Kradit dan premi asuransi meniadi beban Debitur.

k. Selama jangks wakty Perjanjian Kredit, Debitur wajib memedihara sakio Rekening
Tabungan sebesar saldo minimum ditambah 1 (satu) kall Angsuran salembal-
lsmbatnya disetor saat pensndatanganan Peranjian Kredit untuk dilakukan
pemblokiran oleh BNI sampal dengan pelunasan BNI Griva Multiguna Debitur.

I Sepanjang tdak diatur secara khusus dalam Pesjanjian Inl, maka seluruh
ketentyan BNl Grya Multiguna pada BNI beriaku bagl Debitur BNI Griya
Multiguna,

TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS KREDIT KONSUMER
Parmahonan Fasilitas Kredit Konsumer disjukan oleh calon Debitur kepada BN

BNI berhak menilal permohonan Fasilitas Kredit Konsumer calon Debilur sesual
kstentuan dan pertimbangan BNL.

BNI| berhak memutuskan untuk membernkan atau tidak memberikan Fasiliias Kradit
Konsumer Kepada calon Debitur berdasarkan hasil panilsian sebogsimana dimaksud
Lampiran Paganjan ini.

Apabila BN| setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Konsumer kepada calon Debitur,
maka realisasi pemberian Fasiitas Kredit Konsumer dilaksanakan sesual syarat dan
ketentuan pemberian Faslitas Krednt Konsumer yang berlaku di BNI.

PENCAIRAN DAN PELUNASAN FASILITAS KREDIT KONSUMER

Pancairan Fasilitas Kredit Kansumer dapatl diakukan, apabila Debitur telah
mememnihi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh BNI sebagal berikut:
a. Pancairan BNI Fleksi:

1) Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh BNI dan Debitur.

2) Debitur tatah ditutup dengan asurans! jiwa.

J) Debitur lelah membayar provisl dan seluruh kewajiban administrasi yang
disyaratkan dalam pembarian BNI Flekst kepada BNI.

4) Telah ada pernyataan darl PIHAK KESATU untuk menyalurkan Gajl (payrolf)
Debitur ssbesar Angsuran beserta lunggakan-wnggakan apabila ada ke BNI
sampal dengan pelunasan Fasilitas BNI Fleksi,

§) Debitur lelah manyarahkan kepada BNI dokuman-dokurnen sebagal benkul
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a) Surat rekomendas) dan PIHAK KESATU mengenat kelayakan calon Debitur
untuk mengajukan BNI Fieks.

b) Folokopi atau salinan sural kussa dan Debitur kepads PIHAK KESATU
danfatau Bandahara Fakultas (asli untuk PIHAK KESATU) untuk melakikan
pemotongan hak-hak yany diterima oleh Debitur, antara lain Gajl terakhir,
pesangon, dan wnjangan lainnya urluk pelunasan BNl Flaksi apabila
Debitur mengundurkan dirl atau terkena pemutusan hubungan keda atau
apabilz Debitur memindahkan rekening penerimaan Gajinya dari Rekening
Tabungan,

€) Sural pemyataan Debitur untuk tidak memindahkan rekening penermaan
Gaji-nya ke bank in sampal dengan pelunasan BN| Fleksi Debitur.

) Surat kussa dar Debitur kepada BNI untuk melakukan pemblokiran dan
pendebetan sebesar Angsuran beserla denda dan tunggakan (apabila ada)
setiap bulannya sampal dengan pelunasan Fasllilas BN| Fleksi, termasuk
uniuk melakukan pemolongan Gaji dan hak-hak lain yang ditenma Debitur
apabila Debilur mangundurkan diri atau lerkens pemutusan hubungan kefa
atau lerfadi pemindahan penerimaan Gajl darl Rekening Tabungan.

6) Seluruh kewajiban jain yang disyaratkan oleh BN| daiam Perjanjian Kredi telsh
dipenuhi Debitur,

b.  Pencairan BNI Griya dan BNI Griya Multiguna:

1) Debitur telah membayar lunas uang muka, khususnya BNI Griya untuk
pembelian rumah tinggal/apariemen/rumah toko(ruko)rumah kantor (rukan).
2) Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh BNI dan Debitur,

3) Akta jual bell telah ditandatanganl, khususnya BNI Griya untuk pembedian
rumah tinggalapartemen/rumah toko (rukorumah kantor (rukan).

4) Pengikalan alas jaminan BN| Griya atau BNI Griyn Multiguna telah
diiaksanakan sesusi dengan ketentuan pengikatan jaminan yang beriaku di
BNI.

5) Debitur telah melakukan penutupan asuransi jiwa stas dirl Debilur dan asuransi
kerugmn atas objek yang dibiayailobjek jsminan dangan BNI Griya atau BNI
Griya Multiguna.

€) Jaminan BNI Griya atau BNI Griya Multiguna telah dikat sesusl dengan
ketentuan pengikatan jaminan yang berlaku pada BN,

7) Dntlltbtur telah membayar provisi dan saluruh kewajiban administrasi kepada
BN

8) Deblitur telah menyershkan dokumen-dokumean sebagal berlkut

8) Surat rekomendasi darl PIHAK KESATU mengenal kelayakan calon Debitur
untuk mengajukan BNI Griya atay BNI Gnya Multiguna.

b) Debitur telah menysrahkan sural pemyalsan mengenal persetujuan
pencairan BNI Griya ke Rekening Giro Operasional atau Rekening Giro
Penampungan sesual dengan ketentwan BNI dan mulsi malakukan
pembayaran angsuran BNI Griya walaupun kendisi Rumah yang dibiayai
dengan BNI Griya belum tersedia secara utuh dan/atau balum terlihal wujud
fisiknya, dan/atau dalam kondisi Sartifikat atas narna Debitur stau suami/istel
Debitur atau anak Debitur atau omng twa Debitur atau mertua Debitur Balum
tarbil.

¢} Fotokopi atau salinan surat Kuasa dar Debitur kepada PIHAK KESATU (asll
untuk PIHAK KESATU) untuk melakukan pemotongan hak-hak yang
diterima oleh Debitur, antara kain Gall terakhir, pesangon, tunjangan lsinnya
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vi.

untuk pelunasan BNl Grya atay BNI Grya Multiguna apabiies Debitur
mengundurkan dini atau terkena pemutusan hubungan kerja.
d) Sural Pemyataan dan Dsbitur dan suamifistrl Debitur yang paling kurang
memual ketsrangan mengenal;
i) Fasiitas kredil atau pembiayaan pemilikan rumah tinggal aparamen/
rumah toko (ruko) rumah kantor {rukan); dan/atau
i) Kredit atau pembiayaan konsumsi diluar fasilitas kredit atau pembiayaan
pemifikan rumah linggal' apariemen/ rumah toko (ruko) rumah kantor
(rukan), dengan agunan berupa propertl (rumah tinggall apariemen/
rumah ko (rukoMrumah kantor (rukan) yang sudah ditedma maupun
yang sedang dalam proses pengajuan permohonan baik di BN Maupun
di bank lain,
e) BNI telah mensrima dokumen-dokumen lain sesuai kelentuan yang berlaku
untuk BNI Griya atau BNI Griya Multiguna.

8) Seluruh kewafiban lain yang dipersyaratkan BNI dalam Peranjian Kredil.
Pencairan Fasilitas Kredit Kansumer dilakukan dengan cara pemindahbukuan dana
kredit ke Rekening Tabungan atau rekening lain sesual dengan ketentuan Fasilitas
Kredit Konsumer yang berlaku pada BNI,

Pembayaran Angsuran Fasilitas Kredit Konsumer dilakukan oleh Debitur seliap
bulannya sampal dangan jangka waktu Fasilitas Kredit Konsumer barakhir dengan
kentuan sebagai berkut:

@ PHAK KESATU menyalurkan Gajl Debitur per bulannya ke Rekening Tabungan
selambal-lambatnya pada Hari Kerja terakhir bulan bersangkutan.

b. BNl mendebel Rekening Tabungan sebesar Angsuran Debilur per bulannya
sesual langgal jaluh tempo pembayaran Angsuran bulanan masing-masing
Debitur beserta denda, tunggakan, dan biaya lain bils ada.

Debitur wajib melunasi seluruh kewajiban dari Fasilitas Kredit Konsumer yang masih

lersisa spabila Dabitur mengundurkan din sebagal Pegawal PIHAK KESATU atsu

lerkena pemutusan huburigan kera dan fasiiitas yang diterima oleh Debitur dengan
adanya Parjanjian ini berakhir,

Khusus untuk BNI Fieksi, Debitur tidak dapat memindankan rekening penérimaan

Gajinya dari Rekening Tabungan (Payroll) sampai dengan fasiltas BNI Fleksi lunas

dan apabila terjadi perpindahan rekening penermaan Gajindalam jangka wakty

Iasilitas BNI Fleksl, maka fasilitas BNI Fleksl tersebut wajlb dilunasi.

HAK DAN KEWAJIBAN

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban Para Pihak dalam Lampiran Parjanfian ini,
Para Pihak mamahami hak dan kawajiban masing-masing Plhak adatah sebagal berikut:

1!

2,

BN berhak untuk:

8. Menerima pembayaran Angsuran dari Debitur,

b. Mendapatkan bantuan dar PIHAK KESATU berkaitan dengan penyelesaisn
pembayaran tunggakan kewaliban Debitur apablla bermasalah atau macat.

¢, Mendapatkan preferens! atas penyalran hak-hak Debitur untuk pelunasan
selunth Angsuran beserta denda, tunggakan, dan biaya lainnya masih tarutang
apabila Debitur mengundurkan dini atau terkena pemutusan hubungan kena.

BNI wajlb untuk:

a. Memberkan Fasiltas Kredit Konsumer kepada Calon Debitur yang lelah
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BNI.

b. Memberitahukan PIHAK KESATU secara tertulis setiap keputusan mengenal
persehjuan pemberian Fasiitas Kredit Kansumer calon Debitur.,
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3. PIHAK KESATU berhak untuk mempemleh pemberitahuan tertulis dart BNI mengenai
keputusan pembenan Fasiltas Kredit Konsumer calon Debitur.

PIHAK KESATL wajib untuk;
a.

Menyalurkan Gajl sebesar Angsuran ditambah denda; lunggakan, dan bisya
lainnya apsbila ada seliap bulannya ke Rekening Tabungan unluk pembayaran
sampai dengan pelunasan Fasiiitas Kredit Konsumer.

Merakomendasikan calon Debitur yang mengajukan Fasilitas Kredil Konsumer.
Melakukan penyaluran Gaji Debitur sebesar 1 (satu) kall Angsuran besarta denda,
lunggakan, dan biaya &@in bila ada sstiap bulannys, serta hak-hak yang timbul
dalam bentuk spapun juga yang akan ditarima Debitur dan menystatkannya ke
Rekening Tabungan apabila Debitur mengundurkan diri atau terkena pemutusan
hubungan kerja untuk pelunasan Fasilitas Kredit Konsumer Debitur,

Menerima kuasa dan Debllur untuk melakukan penyaluran Gajl serta hak-hak
yang limbul dalam bentuk apapun yang akan dierima Debilur ke Rekening
Tabungan untuk kegenlingan pembayaran Angsuran beserla denda. tunggakan,
dan blaya lain (bila ada),

Menginformasikan secara lerlulis kepada BNI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh).
harl kalender sebelumnya apabile terfadl perubshan stalus kepegawaian darl
Debitur seperti mutasiipengunduran dirdpensiun/pemutusan hubungan kera.
Menginformasikan secara teriulls kepada BNI selambat-lambatnya 14 (empat
belas) harl kalender setelahnya apabila Debitur meninggal dunia.
Menginformasikan secara tertulis kepada BNI sefambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari kalender apabila terjadi perpindahan rekening penerimaan Gaji Dabitur ke
Bank lain dan khusus ternadap Debitur yang masih memiliki fasilitas BNI Fleksi di
BNI wajib melunasi fasitas BN) Fieksi. Apabita Debitur tidak dspat melunasi BNI
Fleksi tersebut, maks Debitur wajib untuk tstap menggunakan Rekening
Tabungan (Payroll) sebagai rekening penerimaan Gajinya sampai dengan fasilitas
BNI Floksi lunas.

Memberikan data dan kelerangan yang sebenarmya kapada BNI mengeanal stalus
kepegawaian, Gajl Debitur BNI Fleksi dan kewajiban finasial (potangan Gaji)
Debitur yang mempengarnihl kemampuan Debitur dalam melakukan pembayaran
Angsuran.

Membantu BNI untuk melakukan penaghan kepada Debitur apsbila terjadi
lunggakan Fasilitas Kredit Konsumer sampal dengan Fasilitas Kredit Konsumer
Debitur lunas berdasarkan Perjanjian Kredit.
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LAMPIRAN IV : KETENTUAN PENERBITAN DAN PENGELOLAAN KARTU TANDA
MAHASISWA CO-BRANDING BNI-UM

Definisi

Setiap frasa, kata yang diawall dengan huruf besar pada Lampiran Pedanjian (ni. memiliki
ani sebagal berikut:

1.

10.

11.

1.

15.

14,

Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan sslanjuinya disebut Aplikasi adalah
formulir yang diperuntukkan bagl Mahasiswa yang bermaksud menjadi Pemegang
Kartu,

ATM (Automatic Teller Machine) adalah mesin Anjungan Tunal Mandird milik BNI yang
ditsmpatkan di tempat-tempat yang telsh ditentukan oleh BNI dan dapat difungsikan
untuk penankan uang tunal dan transaksl keuangan lainnya oleh Pemegang Kartu.

Bank Penerbitissuer, adalah bank yang berwenang untuk menerbitkan kartu dabit,
dalam hal inl adatah BNI.

Co-Branding adaiah program penerbitan kartu debit yang difakukan atas dasar
kerjasama kKemitrean yang dilakukan oleh Bank Penerbit/Issuer dengan suatu lembiaga
profit atau non profit bak lembags keuangan maupun non lembaga keusngan dimana
metalul kerjasama tersebut dimungkinkan pihak yang menjadi mitra kerja Bank
Penarbitissuer untuk mencaniumkan narmna program dan/atau ngma dan/atau logo
perusahaannya pada karu debil tersabut,

Mesin Electronic Data Capture (EDC) atau POS Point of Sales (POS) adalsh alat
gesek/colok (Swipe/Dip Machina) milik BNI yang dipergunakan oleh Merchant dalam
proses pelaksanaan transaks Kartu Debit BNL

Merchant, adalah toko sarana parbelanjaan yang dilengkapl dengan sarana EDC/POS
dan dapat manerma ransaksi Kartu Dabit BN),

Mahasiswa Institut Pariwisata Tedja Indonesia, selanjutnya disebul Mahasiswa,
adalah orang parorangan yang tercatal sebagai mahasiswa pada PIHAK KESATU,

Kartu Tanda Mahasiswa Co-Branding BNI = UM, selanjulnya disabut KTM BNI-UM
adalah kartu yang diterbitkan oleh BNI bagi Mahasiswa, yang berfungsi untulk
melakukan transaks pembelanjaan di Merchant dan dapat digunakan uniuk melakukan
lransaksl penarikan vang tunal sera fransaks! keuangan lainnya melalui mesin ATM
dan berfungsl juga sebagai uang elektranik (Kartu TapCash) atau berjenis kartu combo
(Kartu Debit BNI dan Kartu TapCash) sarta berfungsi sebagal identitas pribadi yang
diperiukan dalam menjalankan berbagal aktivitas di ingkungan PIHAK KESATU.

Kartu Debit BN] adalah alat pembayaran menggunakan Kartu yang terafilasi dengan
produk tabungan yang diterbitkan oleh BNL.

Kartu TapCash adalah kartu yang diterbitkan olet BNI yang berfungsi sebagal uang
elektronik dan dapat diisi ulang. '
Pemegang Kartu Debit KTM BNI - UM, untuk selanjutnya disebut Pemegang Kartu,
adalah Mahasiswa yang mengajukan pembukaan rekening Tabungan unfuk selanjutnya
diferbitkan KTM BNI-UM dan namanya tercetak pada kartu,

Principal adalah pihak keliga yang bekeda samo dengan PIHAK KEDUA yang
menyediakan jaringan ransaksi Kartu Debil BNI

Rekening Tabungan adalah rekening yang lerafilissi dengan produk tabungan yang
dibuka pada BNI atas nama Mahasiswa, untuk keperuan penerbitan KTM BN - UM,
dalam hal ini menggunakan produk BN| Taplus Muda Co-Brand.

Auto Conversion/Konversl Otomatis adalah konversi alau perubahan jenis rekening
lnbungan secara olomatis oleh sistem darl satu jenis rekening tabungan menjadi jenis
rekening tabungan yang Bin yang ditantukan oleh BNI dengan syaral dan ketenluan
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15.

-

(fftur, bunga, biaya, fasilitas, dsb.) mengikuti syarat dan ketentuan pada jenis rekening
tabungan setelah konversl, 1anps persetujuan Nasabah teriebih dahulu dan tanpa
mengubah nomor rekening nasabah,
Hari Kerja adalah hari Senin sampal dengan Jumat di luar harl libur resml yang
ditetapkan oleh Pemerinish dan han bank tidak buka untuk umum (non banking day)
yang ditatapkan oleh Bank Indonesia.

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN PERJANJIAN

KTM BNI - UM hanya diterbitkan bagi Mahasiswa sehagaimana dimaksud Lampiran ini,

Benluk fisk KTM BNI - UM akan diterbitkan berdasarkan spesifikasi dan desain yang

lalah disepakat oleh Para Plhak.

UM membantu menginformasikan sera memasarkan kepada seluruh Mshasiswa

mengansi program penerbitan KTM BNI — UM,

Bentuk fislk KTM BNI ~ UM akan dnerbitkan berdasarkan spesifikasi dan desaln yang

telah disepakatl oleh Para Pihak dengan persetujusn dan Principal.

BNI bertanggungjawab atas pengelolaan operasional KTM BNI - UM yang antara lain

musdiputi ;

a. Penyadiaan dan pemrosesan Aplikasi dan Rekening Taburigan

b. Penerbitan KTM BNI - UM

c. Melakukan pengelolaan dan pelayanan Rekening Tabungan sesual dengan
ketentuan Tabungan dan KTM BNI — UM yang beraku termasuk memungu!l biaya
pengsialaan Rekening Tabungan dan Kartu Debit BNUKanu TepCash yang men|adi
beban Mahasiswa setiap bulan,

d. Penyediaan fasilitas jayanan, misalnya Gall Center dan channe! cusfomer service
ainnya

e. Kegialan pengelolaan risiko lerkall penerbitan dan pengelolaan karu termasuk
pemasaran kariy

f. Kegiatan penyelesaian pengaduan nasabah

g. Kagiastan pengelolaan Karu Debit BNIKariu TapCash lainnya,

Penerbitan KTM BNI — UM sabagaimana dimaksud dalam Peranjlan ini lunduk kepada

ketentuan penerbian Karu Debit BNIKartu TapCash yang beriaku di BN,

Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian sopakat untuk dapat melaksanakan kegiatan

promosi dan akuisisi pemasaran balk secara bersama-sama atau sacama sendir-sendin,

dengan leknis pelaksanaan yang disspakat!,

UM tidak diperkenankan melakukan kera sama yang sejenis dengan pihak lalh yang

memillki kegiatan yang sama dengan BNI, termasuk dengan bank Lain terkait penerbitan

dan pengelolaan karlu dengan skema Co-Branding, kecuall disepakati lain kemudian.

PENERBITAN KARTU DEBIT KTM BNI-UM

PIHAK KESATU berkomitman untuk melakukan pemesanan pemasaran sejumiah [+
Kartu Tanda Mahasiswa, yang aan dilaksanakan secara [ bertahap / sekalgus | , yaitu
sebagal berikut:

a. Sebanyak [+] Karlu Tanda Mahasiswa pada periode [+] sampal dengan [+]

b. Sebanyak [+] Kartu Tanda Mahasiswa pada penode [+] sampai dengan tanggal

barakhimya Peranjan ini.

BNI menyatakan bersedia mensrbitkan KTM BNl — UM dengan ketenluan yang
breriaku pada BNL
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¢,

Fungsl KTM BNI- UM adalah sebagat

8. Karnu identitas Mahasisws

b. Kartu Debit BNI yang terhubung dengan Rekening Tabungan

¢, Kartu TapCuash

Praduk tabungan yang akan dipergunakan adaiah BNI Taplus Muda Co-Brand (KTM).
Bahan yang digunakan untuk penerbitan KTM BNI - UM adaiah bahan yang
digunakan pada Kartu Debit 8N| pada umumnya.

Bagian depan KTM BNI - UM meliputi -

a. Logo desain dari BNI dan PIHAK KESATU.

b, Nama dan nomor induk Mahasiswa

c. Nornor Kartu Dabit 8N

d. Latar belakang kartu

2. Logo Principasl

Baglan belakang KTM BNI - UM meliputi :

i, Pita Magnatik (magnelic stripe).

b. Nomor Kartu Tapcash

c. Kolom tanda langan (signature panel) uniuk Pemegang Kartu Debit KTM BN| -
PIHAK KESATU,

d. Logo dari BNI, ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima. ATM Alto, BNI Debit dan logo
TapCash.

e, Layanan 24 jam BNI Call.

Setiap perubahan atas jenis kartu sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1) Pasal ini

akan diinformasikan kepada PIHAK KESATU secara teriulis vang merupakan satu

kesatuan dengan Peranjian ini

PROSEDUR APLIKASI DAN BIAYA

BNI ‘melalui Kantor Cabangnys mengirimkan atau menyediakan Aplikasi bagi
kepenlingan penerbitan KTM BNI - UM kepada Mahasiswa.

Aplikasi dilst oleh Mahasiswa melalul Kantor Cabang BNI atau secara kolektif yang
serahkan oleh PIHAK KESATU. dengan satoran awal per rekening sesusl dengan
ketentuan yang ada pada BNL

BNI menerbitkan KTM BNI - UM sesua dengan data Mahasiswa yang disampaikan
oleh PIHAK KESATU kepada BNI dan parmintaan penerbitan KTM BN| - UM dalam
Aplikasi.

BNI barhak untuk tidak melakukan penerbilan/pencetakan KTM BNI - UM lika PIHAK

KESATU dan/atau Mahasiswa tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Proses pembukaan Rekening Tabungan yang dilskukan secara langsung oleh masing-

masing Mahasiswa melalui Kantor Cabang BNI diatur dengan kKetentuan:

a.  Mahasiswa datang langsung ke kantor cabang BNI, melakukan pengisian Aplikasi
dengan melampirkan dokumen sesuai dengan ketshtuan umdm Rekening
Tabungan dan Kartu Debit BNI vang diatur oleh BN| serta melakukan setoran
awal sesuai dengan ketentuan yang ada pada BNI.

b,  Kantor cabang BNI akan meiakukan verifikasi dan proses pembukaan Rekening
Tabungan dan pemesanan KTM BN - UM berdasarkan Aplikasi dan dokumen
pemyasratan yang lelah dsampaikan Mahasiswa dengan mengacy pada
ketentuan yang berfaku di BNI.

pui ey -
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V.

b, Alas pembukaan Rekening Tabungan, kantor cabang BNI menyerahkan bukli
kepemiiikan Rekening Tabungan berupsa buku tsbungan Kepads masing-masing
Mahasiswa, selanjutnya kantor cabang BNI akan melakukan pembuatan KTM BNI
- UM,

Proses pembukaan Rekening Tabungan secsra kolektif dan terpusat diatur dengan

ketaruan:

a Apsblla pembukaan Rekening Tabungan dilakukan secara kolektif, maka PIHAK
KESATU akan menyampaikan data Mahasiswa besera dokumen persyaratan

yang dibutubikan BN dalam rangka pembukaan Rekening Tabungan,

b. PIHAK KESATU akan menunjuk pikak yang berhak dan berwenang serta sah
mewakili PIHAK KESATU untuk melakukan adminsias pembukaan Rekening
Tabungan yang dibuktikan dengan penyarahan ash sural penuniukkah secarn
khusus. untuk selanjutnya BNI akan menyerahkan Aplikas| sesual dengan jumlah
parmintaan pembukaan Rekening Tabungan yang disasmpaikan PIHAK KESATU

c. Aplkagl diisi dan dilangkapi olah masing-masing Mahasiswa dan diserahkan olah
PIHAK KESATU kepada BNI, bersamaan dengan penyerahan data Mahasiswa
datam bantuk soft copy.

d. Kantor cabang BNI skan melakukan verifikasi terhadap dala Mahasiswa yang
disampatkan PIHAK KESATU dan verifikasi Aplikasi, untik selanjutnys dilakukan
proses pembukaan Rekening Tabungan dan pembustan KTM BNI - UM stas
nama masing-masing Mahasiswa sesuai dengan ketertuan yang berlaky di BN,

PIHAK KESATU memastikan data Mahasisws diperoleh berdasarkan persetuuan
masing-masing pemilik data terkait. Persstujuan dimaksud termasuk untuk melakukan
proses pembukaan Rekening Tabungan dan pambuatan KTM BNI — UM ofeh BN,
Biaya-biaya yang terkail dengan pemaliharaan rekaning dan penarbitan/penggunaan
Kartu Debit mengacu pada ketentuan umum Rekening Tabungan dan Kartu Debit BNI
yang berisku pada BNI yaitu

a. seloran awal sebasar Rp100.000 - (seratus ribu rupiah)

b. biaya pembuatan kartu perdana dan penggantian kartu karena hilang atau rusak
sebesar Rp35.000- (tiga puluh fima ribu rupiah) untuk karty jenis comba (Kartu Debit
BNI dan Kartu TapCash)

c. biaya pengelolaan karu per bulan Rp. 5.000,- (ima ribu rupiah) untuk fitur setara
Kartu Detilt BNI Silver

Terhadap Rekening Tabungan Taplus Muda Co-Brand akan dilskukan Aufo Conversion

menjadi Rekening Tabungan BNI Taplus terhitung 7 (wjuh) tahun sejsk tanggal

penerbitan rekening KTM BNI - UM cleh BNI tanpa Mahasiswa periu datang ke Kantor

Cabang BNI atau Konversi Manual melalsi Kanlor Catiang BNI apabila Mahasiswa

sudah tidak Derstatus sebagal Mahasiswa akid PIHAK KESATU.

KTM BNI — UM yang talah dilakukan Auto Conversion Rekening Tabungan masih tetap

dapat digunakan sampal dengan expired dafe Kanu atau digantikan ke karu reguler

sasuni yang dipllih Nasabah di Kantor Cabang terdekat.

PIHAK KESATU dapal meminta secara tertulis kepada BNI untuk mekakukan Konversi
KTM BNI-UM ke Kartu Debil BNI reguler.

PENYERAHAN KARTU
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1. PARA PIHAK bertanggung jawahb untuk bersama-sama secara terjadwal menyerahkan
KTM BNI - UM yang sudah diterbitian tersebut dengan batk dalam waktd T (wjuh) Han
Kerja atau salambat-ambatnya 14 (empst belas) Han Kerja sejak BNI menarbitkan KTM
BNI-UM.

2. Penyerahan KTM BNI - UM dilakukan dengan ketentuan -

a, Penyerahan dilakukan oleh BNI kepada PIHAK KESATU yang secara langsung
diberikan kepads Mohasiswa satelah proses produksi selesal ditakukan aleh BNL,

b. Pembuatan personal identification number (PIN) dilakukan oleh BNI dengan letap
manjaga kerahasiaan PIN untuk selanjutnya dilskukan penggantian PIN secars
mandiri oleh Mahasiswa di Kantor Cabang BN| terdekal atau mesin ATM BNI,

c. Aktivasi Kartu dilakukan oleh BNI setelah KTM BNI - UM diteima oleh
nasabat/Mahasiswa bersangkutan.

d. Nasabah/Mahasisws wajib melakukan aktvasi wondr by BNl bersamaan gaal
penyerahan KTM BNI - UM

4. Dalam hal KTM BN| — UM yang diserahkan pertama kall oleh BNI kepada PIHAK

KESATU sebagaimena pada baglan E ini dalam keadaan rusak atau tidak dapat

digunakan, maka BNI bertanggung jawab dan akan membetikan penggantian terhadap

kartu terssbul tanpa pangenaan biaya apapun.

Vl. PEMBERLAKUAN KARTU

1. KTM BNI - UM berlaku selama Mahasiswa berstatus sebagal Mahasiswa akhif di
PIHAK KESATU. atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 tahun, mana yang
lebih dulu teradi

2. Dalam hal ststus Mahasiswa menjadi tdak akil, moka KTM BNl - UM akan
dinonakifkan untuk kemudian digant dengsn Kartu Debit BNI reguler dan tunduk pada
syaral dan ketenluan menganal produk dan layanan yang ditetapkan dan berlaku pada
BN| berikut segala parubahaniya di kemudian harn.

3 Dalam hal KTN BNl = UM hilang atau tidek dapat dipergunakan lagl karena rusak
dan/atay karana sebab lain, maka BNI akan menerbitkan kariu penggantl berdasarkan
rekomendasi dari PIHAK KESATU, dan terhadap penggantian kadu tarsebut dikanakan
biaya sebesar Rp35.000,- (liga pulub lima ribu rupiah) yang didebet dar Rekering
Tabungan sesual dengan ketentuan yang berlaku di BN.

Vii. PEMASARAN KARTU

1. PIHAK KESATU daps! mslakukan kegiatan promasi dalam rangka pemasaran KTM
BNI - UM dergan berkoordinas: dengan BNI.

2 Kegiatan promosi dalam rangks pemasaran KTM BNI - UM dapal dilakukan secara
bersama.sama dengan BNI maupun secara sendii oleh PIHAK KESATU.

3. PIHAK KESATU menyediakan lokesitempal di lingkungan PIHAK KESATU dan paca
sagt event kampus atau lingkungan PIHAK KESATU lainnya untuk kegiatan pemasaran
tanpa biaya apapun yang dibebankan kepada BNI .

4, Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pamasaran KTM BNI - UM manjadl tanggung
jawab Para Phak atau masing-masing Pihak sesuai bagianhya bardasarkan
kesapakslan Para Plhak.

5 PIHAK KESATU melakukan penyampaian informasi kepada Mahasiswa sehubungan
dangan pelaksanaan kera sama Co-Branding dengan BNI yaitu penerbitan KTM BNI -
PIHAK KESATU, barikul seluruh syaral dan kelenluarinya.
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8, Penggunasn logo masing-masing Fihak, dan atay logo produk masing-masing Pihak

diperkenankan dalam pelaksanaan kerja sama KTM BNI — UM, dengan tetap mematuhi
standar penggunaan dan ketentuan yang beriaku pada masing-masing Pihak, dan
dengan terlebih dahuli memberitahuan dan memperoleh izin dari Pihak pemilik logo.

vill. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG KARTU

Penanganan dan penyelesalan pengaduan Pemegang Kartu dalam hal fungsi kartu

sebagal alal pambayaran merupakan tanggung jawab BNI,

Penanganan pengaduan Pemegang Karlw dilakukan dengan ketentijan sebagal berikut:

8, Pemegany Kartu dapal longsung datang ke Kantor Cabang BNI atau menghubung
call center sebagaimana yang tarcantum pada karu, atau dengan cara lein yang
dit=tapkan oleh BNL.

b. Apabila Pemegang Karlu datang ke PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU akan
menginformasikan dan mengarahkan Pemegang Kartu untuk langsung datang ke

Kantor Cabang BNI atau menghublingan call center sebagaimang tercantum dalam
KTM BNI = UM,

DL HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajban Para Pihak dalam Lampiran Perjanjian inl,
Para Pihak memeham| hak dan kewajiban masing-masing Pihak adalah sebagal betkul:

1.

Hak PIMAK KESATU :

a. Memberikan referens| kepada BNI atas calon nasabah dan calon Pemegang Karu
yang merupakan Mahasswa.

b. Meminta BNI Untuk menon-aktitkan KTM BN — UM terkait dengan fungsi keuangan
bagl Mahasiswa yang lidak berhak atas permintaan tertulls PIHAK KESATU

c. Meminta BNI untuk mengganti KTM BNI — UM dengan Karlu Debit BNI reguier bag
mmmmwmmmmpmm KESATU

2. Kewajiban PIHAK KESATU

s Membukal/memiliki rekening pada BNI untuk menampung dana milik  PIHAK
KESATU yang digunakan sebagal Rekening Operasional dan/atau untuk keperiuan
lainmya.

b. Mewajibkan kepada Mahasiswa untuk membuka Rekening Tabungan, guna
memperalah KTM BNI- UM,

c. Bertanggungiawab alas kebenaran data Mahasiswa betikut perubahannya yang
disampakan kepada BNL

d. Menyampalkan kepada BNI mengenai status Mahasiswa, yakni berhak atau udak
mendapat KTM BNI — UM, yang diperiukan sebagai syaral penerbitan KTM BNI -
M. '

e Memaluhi, memenuhi, dan menjalankan seluruh ketentuan dan persyaralan
penerbitan dan penggunaan Kariu Co-Branding yang berdaku pada BNI maupun
pada Principal.

1. Menanggung biaya mnwummmmmmamm
jumish yang menggunakan KTM. BNI - UM tidak sesual dengan jumish pemesanan
yang telah disepakail Para Pihak,

3. Hak BNL
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a. Menerbitkan dan mengelola KTM BNI - UM sesuai dengan Aplikasi yang diajukan
aleh Mahasiswa.

b. Memungut biaya pengelolaan rekening, biaya kartu, dan blaya adminisirasi lainnya
yangmﬂaﬂihuhmmgmgm_ss&apmhn.

¢, Menggunakan logo Para Pihak pada setiap KTM BNI —= UM yang masih beriaku
m expired) measkipun Perfanjian ini tetah berakhir ataupun diakhirl oleh Para

'a
4. Kewajiban BNI:

a. Mangusahakan persetujuat atas spesifikasi dan KTM BNI - LM,

b. Membuka Rekening Tabungan dan menerbitkan KTM BNl — UM sesual dengan
Aplikasi yang diajukan oleh Mahasiswa

. Melaksanakan keglatan operasional sebagaimana dimaksud Lampiran Peranijian ini,

d. Memberikan pelayanan dan periakuan yang sama alas fitir Kartu Debit BN terhadap
selruh Pemegang Kartu sebagaimana diberikan kepada pemegang kartu Debit BNI
lainnya.

e Melakukan penon-aktifan KTM BNI - UM terkait dengan fungsl kauangan bagl
Mahasiswa yang fidak berhak atas permintaan tartulis PIHAK KESATU.

f, Mengganti KTM BNI — UM dengan Kartu Debit BN| reguler bagl Mahasiswa yang
tidak berhak atas permintsan tertulis PIHAK KESATU.

X LAIN-LAIN

Apabits Perjanjian berakhir, Para Pihak wajib melakitkan hal-hal sebagsi beckut

1. Menginformasikan kepada Mahasiswa mengenai pengakhiran Perjanjian dimaksud.

2. Menghentikan seluruh program pemasaran KTM BNI- UM,

3. Menghilangkan dan/atau mencabut sekiruh logo dalam kaftannya dengan pelaksanaan

penarbitan KTM BNI — UM kecuall untuk KTM BNI - UM yang masih berfaku (balum
pxpirad)

Xi. DESAIN KARTU

PIHAK KESATU! G
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LAMPIRAN V  : KETENTUAN PEMROSESAN DATA PRIBADI

|, DEFINISI

stiah-istiieh sebagaimana tercantum dalsm Lampiran i mempunyal pengertian
i barhul!

1. Data Pribadi adalah data teniang orang perseorangan yang tendantifixasi atau
dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikambinasi denagan informasi lainnya baik
secara langsung maupun tidak langsung melaiul  sistem elekironik atau
nonelektronik sebagaimana diatur dalam UU PDP,

2. Kegagalan Pelindungan Data Pribadi adalah kejadian kegagalan melindungi Data
Pribadi terkait kerghasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi, termasuk
pelanggaran keamanan, balk yang disengaja maupun fidak dissngaja, yang
mangarah pada perusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, alau akses
yang tidak sah terhadap Data Pribadl dalam kegiatan Pemrosesan Data Pribadi.
BNI adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tok.

MITRA adalah Universitas Negen Malang.

Pemrosesan Data Pribadi adalah kegiatan atau serapghkaian kegiatan alas

informas! atau Data Pribadi, lermasuk:

pemarolehan dan pangumpulan;

pengalshan dan penganalisisan,

panyimpanan,

parbaikan dan pembaruan,

penampilan, pengumuman, transfer, penyebariuasan, atau pangungkapan,

danfalau

t. penghapusan atau pemusnahan,
fi. Pengendall Data Pribadi adalah seliap orsng, badan pubik, dan organisasi

intemasional yang bertindak sendir-sendin atau bersama-sama dalam menentukan

tujuan dan melakukan kendall Pemrosesan Data Pribadi

7 Pengendali Data Pribadi Bersama adalah Pengendall Data Pribad| yang lerdin
dati 2 (dus) stau labih Pengendall Data Pribadl yang menentukan tujuan dan
malakukan kendah Pemmosesan Data Pribadi. Dalam pelaksansan Perjanjian,
PARA PIHAK dapat bertindak sabagal Pengendall Data Pribad| Barsama.

8. Subjek Data Pribadi adalah orang persagrangan yang pada dirinya melokat Data
Pribadl.

o, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP") adatah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, besera saluruh
perubahan dan aturan pelaksanaannya. _

10. Prosesor Data Pribadi adalah sstiap orang, badan publik, dan organisasi
internasional yang bertindak sendiri-sandin atau bersama-sama dalam melakukan
Pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendal Dala Pribadi, Dalam pelaksanaan
Paranjian, MITRA dapal bertindak sevagal Prosesor Data Pribad.

11. Sub-Prosesor adalah Prosesor Data Pribadi lainnya yang ditunjuk olah Prosesor
Data Pribadi.

s

papow

i Dasar Hukum Pamrosesan Data Pribadi

1, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian murupakan landasan/dasar hukum bagi
PARA PIHAK dalam melaksanakan Pemrosesan Data Pribadl dan pementhan
ketentuan UU PDP sebagaimana kebutuhan PARA PIHAK.

2 Untuk keperluan pelaksanasn Peranjian, masing-masing PIHAK wajib memiliki
dasar Pemmsesan Data Pribadi yang memadai sesuai kelentuan UuU POP.




Il Pernyataan dan Jaminan Sehubungan dengan Pemrosesan Data Pribad|
1. Terkail pemberian Data Pribad olah satu PIHAK kepada PIHAX lainnya dalsm
rangka pelaksanaan Perjanjian, masing-masing PIHAK menjamin bahwa pamberian
Data Pribadi tersebut telah memillkl dasar Pemrosesan Data Pribadi sesual dengan
katentuan UL PDP, dan PIHAK yang memberikan Data Pribadi wajib menunjukiean

membebaskan PIHAK lalnnya dari segai ntutan, gugatan, atsu klaim yang
mungkin timbul di kemudian han dari pihak manapun sehubungan dengan hal
tersebul. '

3. MITRA menyatakar dan menjamin bahwa dirinya telah membaca dan mamahami
seluruh informasi yang ada pada pemberitabuan privasi yang diterbitkan oleh BNI
pada media resmi BN dan memberikan persetujuan kepada BNI untuk melakukan
Pemrosesan Data Pribadi MITRA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian.

4. Masing-masing PIHAK menyatakan bahwa pelaksanaan Pemrosssan Data Pribadi
berdasarkan Perjanjian dilaksanakan dengan memperhatikan kebljakan pelindungan
Data Pribadi dan kelentuan peraturon perundang-undangan yang betaku.

5. Masing-m PIHAK memahami PIHAK tainnya dapat bekerja sama dengan pihak
ketiga untuk lingan peiaksanaan Parjanjian, dan oleh karenanya masing-
masing PIHAK menyetujul PIHAK lainnya dapat melaksanakan lransler data
wrmasuk Data Pribadi kepada pihak ketiga tersebut, sepanjang dilaksanakan sesual
ketentuan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Masing-masing PIHAK saling menjamin, bafwa panggunaan. ksamanan, dan
kershastaan Data Pribadi yang diberkan olsh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya
akan dilaksanakan sesual dengan ketentuan Parjanjian dan ketentuan peraturan
perundang-undsngan yang berfaku.

V. Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sehubungan dengan Pemrosesan Data Pribadi
1. Dengan letap memperhatiksn ketentuan Perjanjan dan UU PDP, masing-masing

PIHAK berhak untuk:

a. Mengirmkan Data Pribadi antara PARA PIHAK.

b. Meminta konfirmasi kepada PIHAK lainnya apablle terdapat instruksi maupun
kegiatan Pemrosesan Data Pribadi yang diangnap mancurigakan, dengan telap
mamatuhi ketenuan lain dan Petjanjian, khususnya ketenluan terkail batas
wiakiu, sarvice leval agreement, dan ata cara Pemrosesan Data Pribadi,

2. Dengan tetap memperhalikan ketentuan Peranjian dan UU PDP, masing-masing

untuk

a. Melakukan perekaman seluruh kegiatan Pemrosesan Data Pribadl dan
melakukan penilaian dampak pelindungan Data Priadi sesuai ketentuan UL
PDP,

b. Melakukan penilatan kelsyakan dan Wepatuhan atas rencana transfer Dista
Pribadi ke luar wilayah hukum Indonesia.

c. Menginformasikan PIHAK lamn ketika terjadi perubahan kebljakan keamanan
danfatsu pelindungan Dats Pribadi dalam waktu paling lambat 7 (twjuh) har
kefia setolsh lefadinya perubahan lersebut, yang paling sedikil mencakup
langgal parubiahan, deskripsi perubahan, sera langkah yang periu diambil
datam memastkan kepatuhan alas perubahan kebljakan lersebul.

V. Jenis dan Cara Pemrosesan Data Pribadi
1. Data Pribadi yang akan dilakukan Pemfosesan Dato Pribadl adalah sebagammana
termuat dalam Peranjlan danfalau sebagaimana disampalkan oleh salu PIHAK
kepada PIHAK lainnya dan wakiu ke wakiu,
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PARA PIHAK wajit melakukan Pemrosesan Data Pribadi tiaj jenis Data Pribadi
sesusl dengan mekansme yang beraky bagl lap-tiap jenis Data Pribadi
berdasarkan ketentuan Pedanjian, UU PDP dan peratsan perundang-undangan
yang beriaku.

V1. Jangka Waktu dan Pengakhiran Pemrosesan Data Pribadi

1.
2.

Vil

1.

Pamrosesan Data Pribadi oleh PARA PIHAK dilaksanakan selama berlakurya

Perjanjian,

Dengan tikan masa relensi dan pengecualian sebagaimana diatur dalam

Katentuan don peraturan perundang-undangan yang barlaku, masing-masing PIHAK

wajly menghapus atau memusnahkan Dats Pribadi sshubungan dangan

Perianjian, dalam hat:

a. Data Pribadi tidak Iag) diperiukan sehubungan pelaksanaan Pefjenjian;

b, Subjek Data Pnbadi telah melakukan penarkan atas perselujuannys untuk
pelaksanaan Pemrosesan Data Pribadic

C. mﬁm permintaan pengakhiran Pemrosesan Data Pribadl dari Subjek Data

d. Data Privadl diperoleh daniatau diproses dengan card metawan hukum atau
sidak sesum dengan ketenluan dan peraluran perundang-undangan yang
barfaku; alau

e Barakhimya Peranjian.

Tanggung Jawab dan Penanganan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi

Dalam hal terjadinya Kegagalan Pelndungan Data Pribadi, maka PIHAK yang
lerbuktl manyebabkan lefadinya Kegagalan Pelindungan Dala Pribadi  walib
bertanggling jawab atas seluruh kerugian yang dialami olah PIHAK lainnya maupun
phak ketiga, termasuk untuk membayar seluruh blaya, pengeluaran, maupun
kewaliban lain yang timbul akibat Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dimaksud,
berikul datam hal adanya gugatan dan Subjek Data Pribadi dan sanksi administratif
dari lembaga pelindungan Data Pribadi atau storitas ainnya yang relevan.

pegawal stau pihak ketiga Yyong bekerja bersamanya secara langsung
mengakibatkan kegagalan) ("Pihak yang Bertanggung Jawab") wajib melakukan
sagala tndakan dan upaya terbalk untuk mengurangl dampak akibal adanya
Kegagalan Pefindungan Data Pribadl sesual ketentuan UU PDP dan peraturan
parundang-undangan yang berlaku, .
Dengan tetap memperhatikan ketentuan Bagian J Angka 10 Huruf | Lampiran ini,
dalam hal terfadl Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, maka Pihak yang
Bertanggung Jawab wajib memberitahukan kepada PIHAI lainnya dan narahubung
yang dilunjuk PARA PIHAK sesegera mungkin pada kesempatan petama,
mrmasuk untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis Kagagalan Pelindungan Data
Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dan lembiaga pengawas, vang dilaksanakan
sosual tata cara dan dalam batasan wakiu yang ditentukan dalam Bagian ni
maupun UU PDP (‘Pemberitahuan Kegagalan').

. Pemberitatiuan Kegagalen minimal memual Data Pribadi yang lerungkap, kapan

dan bagamana Dats Pripadi terungkap, dampak Kegagalan Pelindungan Data
Pribarl dan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Dala Pribadi, dan
kontak narahubung.

Lain-Lain
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parangksat serla sislem tarsebul dipelihara dengan balk sehingga sslslu dapat
hesfungsi sebagaimana mesunys.

2 MITRA wajib unluk menyediakan lenaga kerja yang handal dan marniliki
kemampuan memadal untuk peisksanaan Pedanjan sera sesual Kelentuan
peraturan perundang-undangan yang bariaku.

3 Terkait dangan Pemrosesan Data Pribadi, PARA PIHAK sepakal bahwa:

a. BNl bertindak selaku Pengendal Data Privadi dan MITRA bertindak selaku
Prosesor Data Pribadl Bersama; atal

b, PARA PIHAK bertindak sebagai Pengendall Data Pribad) Bersama:

berdasarkan Perjanjian dan UU PDP.

IX. Hubungan antar Pengendali Data Pribadi Bersama
Dalam hal PARA PIHAK berindak selaku Pengendall Data Pribadi Bersama, maka
masing-masing PIHAK bemeran sebagal Pengendall Data Pribad! atas Pemrosesan
Data Pribadl dan wajib melakukan Pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan

memnmmﬁmmmﬂmPaﬁnﬁmmm
ditaniukan oleh PARA PIHAK darl wakiu ke waklu.

X. Hubungan Pengendall Data Pribadi dengan Prosesor Data Pribadi

Dalam hal MITRA bertindak salaku Prosesor Data Pribadi, maka BNI bertindak selaku

Pengendali Data Pribadl, Sehubungan dengan hal tersebut PARA PIMAK menyspakall

ketentuan-ketentuan sebagal berkut:

1. BN barhak untuk:

a  Menentukan tujuan dan mengendaiikan Pemrosesan Data Pribad!,
h Melakukan audipemerksaan lerhadap MITRA lerkall pealaksanaan
Pamrosesan Data Pribadi,

2 MITRA akan memproses Data Pribadi milik Subjek Data Pribadl atas nama dan
untuk kepentingan BNI dalam rangka pelaksanaan Perjanjian.

2 Kecual ditentukan lain secara tertufs olah PARA PIHAK, BNI menginstruksikan
MITRA. dimana MITRA wajib untuk mematuhl inetruksi BNI untuk melaksanakan
Pemrosesan Dats Pribadi dimana MITRA wajib mematuhl dan hanya dapat
bertindak serta metakukan Pemrosesan Oata Pribadi sesual dengan instruks| dar
BNI.

4, Datam hal MITRA diwajibkan oleh ketentuan peraturan penuncang-undangan yang
beraky untuk berindak melakukan Pemrosesan Data Pribadi 1anpa instruksi BN,
maka MITRA wajib segers membentahukan BNI mengena pelaksanaar kawaliban

a. Bekerja sama untuk memastikan BNI dapat memberikan pemberitahuan 1eriulis
kepada Subjek Data Pribadi dan jembaga pelindungan Data Pribad sesual
dengan ketentuan UU PDP;

b. Tidak membuat pengumurman publik mengenal Kegagalan Pelindungan Data
Pribadl fanpa mendapat mmmnmmmWﬂaﬁEHt;

c. Mengambil semua tindakan perbaikan atau pemulihan yang walar secara lepal
waktu, dengan biaya masing-masing, untuk  menyelesatkan  pelanggaran
tersebul dan uniuk memuliikan serts mencegah terulangnya Kegagalan
Pefindungan Dala Pribadi;

PIHAK KEBATU! #
PIHAK KEDUA - 4B




bardasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bertaku, termasuk
namun tidak terbatas pada UU PDP, dalam hal terjadinya Kegagalan Pelindungan
Data Pribadi yang disebabkan oleh MITRA. maks MITRA benanggung jawab atas
seluruh kerugian yang dialami oleh BNI maupun pihak kefiga, termasuk uniuk
membayar seluruh blays, pengelusman, maupun kewaliban lain yang timbul akibat

lan Palindungan Data Pribadi d , barikut dalam hal adanya gugatan
dari Subjak Data Prbadi dan sanksi administratil dari lembaga peimdungan Dala
Pribadi alau aloritas lainnya yang relevan.

8 Alas dasar parmintaan dari BNI, MITRA dan/slau Sub-Prosesomya wajib
memberikan akses kepada BN dan/alau pihak yang ditunjuk oleh BNI untuk
melakukan sudit atau pameriksaan kepatuhan tarhadap kewajiban yang ditetapkan
dalam Pesdanjian dan/atau hukum atau peraturan yang beraku, dan karananya
MITRA wajib memberikan akses ke wilayah danfatau fasitas Pemrosesan Data
Pribadi MITRA, file deta, dan dokumentasi sebagaimana diatur dalam Parjan)ian
dan/alau yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian, dengan tepal wakiu.

6. Setelah berakhimya atau pengakhiran Perjanjian, MITRA akan mengembalikan
kepada BNl seluruh Data Prbadi yang berada dalam penguasaannya ysng

unituk manympan Data Pribadi, yang mana datam hal tersebul MITRA wajib:

a. Memberitahukan BNI menganai kewajlban lersebul, dan Dala Pribad| apa saja
yang masuk dalam cakupan kews|iban:

b. Hanys menyimpan Data Pribadl yang benar-benar waljib disimpan berdasarkan
UL PDP atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

¢ Mengarsipkan dan melaksanakan lindakan-findakan yang wajar untuk

h Data Pribadl diolah lebih fanjut diluar kebutuhan pelaksanaan
Peranjian, dan waljlb tetap menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
PARA PIHAK sepakat bahwa kewajiban-Kewajban tersebut di atas terus berlakuy
sapanjang Data Pnbadi disimpan oleh MITRA setelah Pesjanjian berakhir.
10. MITRA berkewajiban uniuk:

a Msiakukan Pamrosesan Dats Pribad iher:lm!unpwinhhdariﬂmseauai

b. Memperoleh parsetujuan BNI secars tertulis sebalum MITRA menunjuk Sub-
Prosesor atou melakukan subprocessing, dan wajlb memastikan Sub-Prosasor
tunduk dan terikat pada ketentuan Perjanjian,

o. Melakukan verifikasi untuk memastikan akurasl, kelengkapan, dan kansistensi
Data Pribadl,

d. Menjaga kerahasiaan Data Pribadl.

e. Menyusun dan menerapkan langkah teknis aperasional untuk melindungl Dala
Privadi darl gangguan Pemrosesan Dats Pribadi yang bertenlangan dengan uu
PDP dan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

f. Menyediakan \nformasi dan dokumentasi yang diperiukan BNI untuk keperiuan
audit dan pangawasan.

g. Melskukan pengawasan terhadap satiap pihak yang tedibat dalam Pemrosesan
Data Pribadi di bawah kendall MITRA.
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k. Melindungi Data Pribadi dari Pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah dan/atau
diakses secara titak sah (bak secara elekironik dan non-elektronik).

i Dalam hal terfadl Kegagalan Pelndungan Data Pribadi, wajib memberitahukan
kepads BN| sesegera mungkin pada kesempatan pertama, agar BN atau Mitra
(dalam hal disetujui oleh BNI) dapat menyampaikan pemberitahuan terulis
Kegagalan Pelindungan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga
wmuai tala cara dan dalam batasan wakiu yang ditentukan oleh UU

|, Melaksanakan perintah lembaga pelindungan Data Pribadl danfatau badan
otoritas lainnya dalam rangka penyelenggaraan pelindungan Data Pribadi.

k. Menyediakan bukll secara tertulis telah memiliki parsetujuan Pemrosesan Data
Pribadi darl Sublek Data Pribadi dalam hal Data Pribadl dikumpulkan oleh
MITRA.

I Mendapat persetujuan terulis terlebih dahulu dar BNI datam hal MITRA akan
mengungkapkan stau mengalihkan Data Pribadi kepada pihak ketiga, kecuali
\erclapal perntah dar pengadilan slau insiansi lain yang berwenang daniatau
ditelnpkan olsh petaluran perundang-undangan.

m. Bertanggung jawab kepada BNI atas setiap lindakan atau kelalsian dalam
saliruh kegiatsn Pemrosesan Dala Pribadi, lermasuk seliap lUndakan alau
kelalaian ‘dan Sub-Prosesor yang MITRA fioatkan unluk Pemrosesan Dala
Pribad| berdasarkan Parjanjian.

n. Bartanggung jawab atas tuntutan, kiam, ganti kerugian darl phak manapun,
lermasuk sanksl yang mungkin dikenakan oieh regulator dalam hal MITRA
melakukan Pemfosesan Data Pribadi di luar instruksi dan tujuan yang ditetapkan
aﬂ_ll_n;inm yang diakibatkan oleh pelanggaran ketentuan Perjanjian cleh

| -

o. Menginformasiksn kepada BNI dalam hal tardapatl rencana penggabungan,
pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atsu pembubaran MITRA.

p. Metakukan tindakan dan upaya (arbalk untuk mencegah terjadinye pengaksesan
Data Pribadi secara tidak sah oleh pihak yang lidak berhak.

q. Melindungi Data Pribadi dari Pemrosesan Data Pribadi yang udak sah, tarmasuk
melakukan lindakan pencegahan, antara lain dengan menggunakan sistom
keamanan atau sistem elektronlk secara andal, aman dan bertanggung fawab
sarta memenuhi standardisasi keamanan Informas! sebagaimana diatur dalam
peraluran perundang-undangan yang berlaku.

11. MITRA dilarang untuk membuat kebjakan dan tindakan yang mengurangi
pelindungan terhiadap keamanan Data Pribadl,
12 MITRA tidak bolsh melakukan transfer Oats Pribadi ke luar witayah hukum Negara

Republik Indonesia tanpa wzin tertulis sebelumnya dari BNI. Jika Data Pribadi yang

berdasarkan Perdanjian ditransfer ke negara di luar wilayah hukum Negara

Republik Indonesia, MITRA harus memastikan bahwa Data Pribad tersebul

dilindungl secara memadai, Uniuk mancapai hal ini, MITRA wajib memastikan

negars tempat kedydukan pihak yang menerima transfer Data Pribadl memiliki
tingkat Pefindungan Data Pribadi yang setara alau lebih tinggl dari yang diatur
dalam UU PDP, dan akan bergantung pada klausul kontrak standar yang disetujul

BNI untuk transfer Data Pribadi apabila negara iempat kedudukan pihak yang

menenma transter Data Pribadi tidak memiliki lingkat Pelindungan Data Pribad

yang setara atau lebih linggi dan yang diatur dalam UU POP.

13, MITRA manyatakan bahwa akan menerapkan standar pelndungan Data Pribadi
sekurang-kurangnya sama dengan standar pelindungan Data Pribadi BNLsuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bertaku,




